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MOTTO

“RREDIT YANG DIKELOLA DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN AKAN
MENEMPATKAN KUALITAS KREDIT YANG PERFORMING LOAN
SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN PENDAPATAN YANG BESAR BAGI

BANK" -

Sumber : “Aspek — aspek Hukum Perkreditan Pada Bank”,

Sutarno, Alfabeta, 2003.
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RINGKASAN

Pengusaha/Perusahaan  sangat besar peranannya terkait dengan
peningkatan pembangunan khususnya secara fisik. Namun kendala yang dihadapi
mereka sangat besar dalam hal dana operasional, sehingga perlu mendapat
perhatian dari bank dalam bentuk pemberian kredit.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana
Pelaksanaan Kredit Jasa Konstruksi, bagaimana pelaksanaan pembebanan hak
tanggungan dan bagaimana akibat hukum dan upaya penyelesaian bila terjadi
kredit macet. Sedangkan tujuan vang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah
untuk mengetahui ketiga permasalahan tersebut.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan masalah secara
yuridis normatif dan didukung data empiris. Sumber data yang digunakan
meliputi data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data
dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisa data
yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jasa Konstruksi vaitu pemohon
mengajukan proposal kepada bank yang berisi keterangan mengenai pemohon,
fasilitas kredit yang diminta, jaminan, kondisi perusahaan dan surat perintah kerja.
Selanjutnya dilakukan analisa kredit yang meliputi kunjungan ke lokasi proyek,
wawancara dengan pemohon, kunjungan kelokasi jaminan, meminta rekomendasi
Gapensi/Gapenka, meminta surat pelimpahan termijn, setelah semuanya dipenuhi
bank melakukan penilaian atas kondisi pemohon kredit atau menganalisa data-
data yang telah diperoleh. Acuan yang digunakan bank dalam rangka analisis dan
penelitian terhadap debitur menggunakan pedoman 5C vaitu character, capacity,
capital, collateral dan condition of economy, selain itu juga menggunakan 4P
yaitu personality, purpose, prospect dan payment, serta 3R vaitu return,
repayment, risk bearing ability. Sedangkan jaminan yang digunakan adalah tanah
yang dibebani hak tanggungan.

Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan meliputi dua tahap yaitu tahap
pemberian hak tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan

X1
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(APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang didahului dengan
perjanjian kredit yang dijamin dan tahap pendaftaran hak tanggungan di Kantor
Pertanahan untuk memenuhio asas publisitas.

Dalam Sertifikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap maka akibat hukumnya bila terjadi kredit macet kreditur
mempunyai hak eksekutorial terhadap benda jaminan. )

Jika Terjadi Kredit Macet maka bank menyerahkan penyelesaiannnya ke
PUPN/BUPLN berdasarkan Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 dan
Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1976.

Bank dalam memberikan kredit harus lebih teliti agar kredit macet yang
terjadi selama ini prosentasenya semakin kecil. Bank yang telah diberi kuasa
untuk memasang hak tanggungan hendaknya segera dilakukan pemasangan secara
nyata sehingga jika nantinya terjadi kredit macet bank tidak kesulitan untuk
mengeksekusi dan eksekusi grosse sertifikat hak tanggungan dengan cara

penjualan di bawah tangan hendaknya pihak bank juga aktif mencarikan pembeli.

X1il
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BAB I

PENDAHULUAN \

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang semakin maju merupakan usaha peningkatan
kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan.
Dengan berlandaskan kemampuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta perhatiannnya terhadap tantangan global. Pemerintah dengan
dukungan partisipasi masyarakat merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri
sehingga beberapa sektor pembangunan harus dapat dilaksanakan guna mencapai
masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.

Kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
perkembangan perusahaan sebagai unit ekonomi, karena salah satu program
pembangunan juga menunjukkan perkembangan pesat adalah dibidang
perekonomian. Kemajuan perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran serta
lembaga-lembaga keuangan.

Bank memiliki peranan yang strategis karena bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU Nomor 10
Tahun 1998 pasal 1 angka 2). Dari sekian komprehensif produk yang ditawarkan
oleh bank, pemberian kredit merupakan hal yang paling mendasar. Pembangunan
dalam hal ini yang bersifat fisik, jelas membutuhkan dana vang cukup besar,
melihat perkembangan saat ini terlihat pengusaha atau perusahaan yang dominan
membutuhkan dana segar, hal ini terkait dengan tender yang akan dilaksanakan.
Melihat bergairahnya proyek-proyek baik yang merupakan program Pemerintah,
BUMN maupun BUMD maka PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo menyediakan
fasilitas kredit yang sering dikenal dengan Kredit Jasa Konstruksi Dalam

penyelenggaraan Kredit Jasa Konstruksi PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo
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mengacu pada SE.Dir.No.037/002/Dir/Djl tahun 1999 tentang List of Term and
Condition.

Kredit yang telah diberikan tidak selamanya berkualitas lancar. Banyak
terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai
alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kemerosotan
usaha, adanya krisis moneter dan ckonomi dan adanya kesengajaan debitur
melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit, yang mengakibatkan sumber
pendapatan dari usaha tidak mencukupi bahkan gagal dalam mengembangkan
usahanya. Sehingga dalam menjalankan kegiatan tersebut harus disertai dengan
Jaminan. Aspek hukum dalam pengikatan jaminan merupakan prinsip pokok yang
harus dipegang oleh bank, yaitu bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan
analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah
debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesuai yang diperjanjikan (pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998). Bank dalam
memberikan kredit juga harus memperhatikan kcamanan dana dan diberikan
dengan melakukan analisis terhadap kemampuan debitur, yaitu vang meliputi
churacter (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan
atau agunan) dan condition of economy (keadaan perekonomian).

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal
pemberian fasilitas kredit, hal ini sangat berperan apabila terjadi kredit macet.
Bentuk jaminan yang umum diminta oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo
adalah tanah. Tanah sebagai jaminan pelunasan hutang mengandung maksud
bahwa tanah terscbut oleh yang berhak dijadikan jaminan kepada kreditur untuk
lebih menyakinkan kreditur bahwa hutang dari debitur akan dilunasi sesuai yang
diperjanjikan. Untuk memberikan rasa aman bagi kreditur, maka tanah yang
digunakan sebagai jaminan kredit itu harus dibebant dengan hak jaminan atau
pengikatan. Hak jaminan ini dapat berupa jaminan hak atas.tanah. Agar jaminan
in1 mempunyai kekuatan hukum dan keabsahan maka harus diikat dengan hentuk
perjanjian jaminan yang bersifat autentik (pasal 1171 KUHPerdata). Lembaga
Jaminan atas tanah yang saat ini digunakan khususnya di P. Bank Jatim Cabang

Probolinggo adalah Hak Tanggungan Atas Tanah yang menggantikan
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adalah Hak Tanggungan Atas Tanah yang menggantikan Creditverband dan
Hipotik yang berkaitan dengan tanah (UU Nomor 4 Tahun 1996).

Sehubungan dengan kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan
pembebanan hak tanggungan atas tanah, maka diperlukan adanya upaya
penyelamatan dan penyelesaian kredit oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo
sebagai salah satu bagian dari lembaga keuangan dengan memperhatikan
kebijakan penanganan kredit bermasalah sesuai kriteria penggolongan kredit
berdasarkan tingkat kesehatan kredit atau kolektibilitas yaitu kolektibilitas dalam
perhatian khusus, kurang lancar maupun diragukan dapat dilakukan pengawasan
dan pembinaan yang lebih intensif. Penyelesaian terhadap kredit vang sudah pada
tahap kualitas macet maka akan dilakukan penyelesaian kredit, yaitu
penyelesalanan kredit melalui PUPN/BUPLN.

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan
vang ada maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul “Pelaksanaan
Perjanjian Kredit Jasa Konstruksi Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas
Tanah Dan Akibat Hukumnya Bila Terjadi Kredit Macet
(Studi Di PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo)

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanva salah pengertian dari pokok permasalahan
vang ada dalam penulisan skripsi ini, maka perlu terlebith dahulu diadakan
pembatasan ruang lingkup masalah, dengan maksud agar didapatkan kesatuan
arah dan arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu
diadakan batasan ruang lingkup materi yang dibahas dalam skripsi ini yakni
mengenai pelaksanaan perjanjian kredit jasa konstruksi di, pelaksanaan
pembebanan hak tanggungan, serta akibat hukum dan upaya penyelesaian bila

terjadi kredit macet.
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa
permasalahan pokok yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu:
1. bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit jasa konstruksi ?
2. bagaimana pelaksanaan pembebanan hak tanggungan ?

bagaimana akibat hukum dan upaya penyelesaian bila terjadi kredit macet ?

AFS]

1.4 Tujuan Penulisan
Dalam penyusunan skripsi ini penulis mempunyai dua tujuan yang

tercakup dalam tujuan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang bersifat
akademis, vaitu meliputi:
1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah
ditentukan guna meraih gelar Sagana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Jember;

b2

untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah berupa

teori dan menambah wawasan dengan praktek langsung dilapangan.

1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:
1. untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian kredit jasa

konstruksi;

o

untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan pembebanan hak tanggungan;

untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukumnya dan upaya penyelesaian

(7S]

bila terjadi kredit macet.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1.5 Metodologi Penulisan _

Di dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan,
dimana metode ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara-yang
sistematis dalam menggali kebenaran sehingga dapat dihasilkan penulisan yang
mendekati kebenaran optimal, Adapun metode penulisan yang digunakan adalah

sebagaiberikut:

L5.1 Pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif
adalah pendekatan masalah dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang
diangkat dalam skripsi ini. Metode yuridis empiris adalah pendekatan masalah

yang didapat dari penelitian di lapangan (Burhan Ashofa, 1996:61),

1.5.2 Sumber Data
Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan
untuk memecahkan permasalahan yang ada. Macam sumber data yang digunakan

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.2.1 Data Primer

Data primer adalah data dasar atau data asli yang diperoleh secara
langsung di lapangan dari hasil wawancara atau interview dengan pthak-pihak
yang bersangkutan atau lembaga yang terkait dalam hal ini PT. Bank Jatim

Cabang Probolinggo, khususnya yang menangani masalah kredit.

1.5.2.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai sumber
data primer (Burhan Ashofa, 1996: 61). Berkaitan dengan hal tersebut, maka data

sekunder dalam penulisan skripsi ini diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan
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dengan membaca dan mempelajari literatur, karya ilmiah dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan kredit.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan berbagai metode
untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun beberapa metode yang
dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai

berikut:

1.5.3.1 Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan untuk
memperoleh sumber data primer yang dilakukan melalaui wawancara langsung
dan meminta dokumen-dokumen pada pihak terkait di PT. Bank Jatim Cabang
Probolinggo.

1.5.3.2 Studi Pustaka
Pengumpulan data melalui studi literatur dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta hasil karya ilmiah hukum.

1.5.4 Analisa Data

Setelah data-data tersebut diperoleh kemudian disusun secara sistematis,
selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu
suatu analisa dengan mengguniakan cara pengumpulan data dan informasi yang
diperoleh dari data primer dan data sekunder secara Jelas, sehinggga nantinya
dapat ditarik kesimpulan dari berbagai maslah yang ada kemudian disimpulkan
dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode pembahasan vang dimulai
dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat
khusus. Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat memperolch
gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang dibahas schingga akan

diperoleh kesimpulan yang sesuai.
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BAB 11 B
FAKTA, DASAR HUKUM, KAJIAN PUSTAKA

e 1
-_rel - |
. i
. .

2.1 Fakta

P.T. Bank Jatim Cabang Probolinggo dalam menyalurkan  kredit
kemasyarakat memberikan berbagai macam fasilitas kredit, salah satu diantaranya
adalah kredit jasa konstruksi. Kredit tersebut berdasarkan wawancara dengan
pihak bank merupakan kredit yang paling banyak diminati oleh masyarakat dalam
hal ini pengusaha/perusahaan. Karena tujuan dari kredit jasa konstruksi itu sendiri
untuk menambah modal kerja guna kelancaran operasional usahanya dalam
bidang jasa konstruksi.

Salah satu faktanya yaitu pada tanggal 11 Agustus 2003 CV Garuda Mas
di jalan Mastrip Nomor 9 Bondowoso telah sepakat dan menandatangani
perjanjian kredit jasa konstruksi dengan jumlah kredit sebesar Rp. 100.000.000,00
guna operasional usahanya (proyek pemeliharaan berkala jalan Kironggo-
Pejanten, Bondowoso). Sebagai jaminannya CV Garuda Mas memberikan
Jaminan benda tidak bergerak yang berupa sertifikat hak milik atas tanah seluas
1.290 M2 dijalan Kraksaan Wetan dan sertifikat hak milik atas tanah seluas 687
M2 yang terletak di jalan Kalibuntu-Kraksaan yang kemudian dibebani dengan
Hak Tanggungan scbagai agunan dalam memperoleh kredit. Batas waktu
pemberian kredit tersebut sampai tanggal 31 Januari 2004, berarti merupakan
kredit jangka pendek vaitu enam bulan

CV Garuda Mas dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp. 50.000,00,
Provisi Rp. 500.000,00, Taksasi Rp. 150.000,00 dan suku bunga 21% Pertahun
floating rate. Apabila pada tanggal jatuh tempo tersebut yaitu tanggal 31 januari
2004 dan diberikan toleransi 7 (tujuh) hari CV Garuda Mas tidak dapat melunasi
kredit beserta bunganya maka kredit dianggap macet. Maka PT. Bank Jatim
Cabang Probolinggo sebagai Bank milik Pemerintah meyerahkan penyelesaian
kreditnya melalui PUPN/BUPLN.

jormber
g e ' /
T ™
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2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menganalisa permasalahan ini

adalah:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perduta yang terdapat dalam pasal-pasal scbagai
berikut:
1). Pasal 1131

2).

(V%]

£

3)

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari.
menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-
masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan vang
sah untuk didahulukan.

. Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
I. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

. Pasal 1338 (1)

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.

6). Pasal 1754

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang

yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
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Y

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan

keadaan yang sama pula.

b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang terdapat dalam pasal-pasal

scbagai berikut:

[).

LV'S ]
~—

4).

Pasal I angka |1

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persctujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

. Pasal 1 angka 23

Agunan adalah jaminan tambahan yang discrahkan nasabah debitur kepada
bank dalam rangka pemberian (asilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan

Prinsip Syariah.

. Pasal § ayat 1

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai
dengan yang diperjanjikan.

Pasal [2A

Bank Umum dapat membeli scbagian atau seluruh agunan, baik melalui
pelclangan berdasarkan penyerahan secara sukarela olch pemilik agunan
atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan
dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan
ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

5). Pasal 41 A

Untuk penyeiesaiaht piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara,
Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan
Puutang Dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk
memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan nasabah debitur.

¢. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
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. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang panitia Urusan Piutang

Negara.

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 Tentang

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997,

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002
tentang Pengurusan Piutang Negara.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 533/KMK.08/2002

tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

. Keputusan DJPLN No.Kep-25/PL/2002 4entang Petunjuk Teknis Pengurusan

Piutang Negara DJPLN.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti percava. Dalam

artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan artinya bank sebagai pemberi

kredit harus yakin bahwa si peminjam dapat mengembalikan sesuai jangka waktu

atau yang didalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip yang senantiasa

dipegang teguh yaitu bahwa kredit yang dikeluarkan/dilepas harus dapat diterima

kembali sesyai pinjaman, sehingga perlu diketahui dari pada repayment capacity

nasabah debitur dengan jelas dan pastt {Kasmir, 2002: 93).

Sedangkan pengertian kredit menurut beberapa sarjana, vaitu:
F.M.A. Savelberg, menyatakan “kredit” mempunyai arti sebagai dasar dari
setiap perikatan dimana sescorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.
Sclain itu kredit juga diartikan scbagai jaminan, dimana sescorang
menyerahkan sesuatu pada. erang lain dengan tujuan untuk memperoleh
kembali apa yang diserahkan itu (Dalam bukunya Mariam Darus

Badrulzaman, 1983:21).



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2. Mr. JA Levy merumuskan arti dari kredit sebagai berikut - “Menyerahkan
secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si
penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman ity
keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman ity
dibelakang hari” (Mariam Darus Badrulzaman, 1983:2] ).

3 Drs.Muchdarsyah Sinungan (1980:12), memberikan pengcrtiian kredit sebagai
berikut : “Kredit adalah suatu pemberian prestasi suatu pihak kepada pihak
lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang
akan datang disertai dengan suatu contra prestasi suatu bunga.

Selain itu dilihat dari kegiatan kredit adalah mengambil keuntungan dari
kredit yang diberikan karena sebagian besar pendapatan yang diharapkan bank
tertutama berasal dari kegiatan kredit, sedangkan bagi debitur adalah bantuan
dana guna menutupi kebutuhan/keperluannya. Hanya saja antara prestasi dan
kontra prestasi tersebut tidak semudah yang direncanakan terkadang menimbulkan
adanya kondisi yang mengakibatkan adanya risiko berupa ketidakpastian dan
karenanya diperlukan suatuy Jaminan dalam pemberian kredit tersebut

Menurut ketentuan pasal I angka 11 Undang-undang Nomor 19 tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, memberikan
pengertian kredit sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
anlara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutanghya  setelah jangka waktu tertentu dengah pemberian
bunga.

Menurut Abdulkadir Muhammad dkk (2000:59) apabila ditelaah dengan
teliti secara konseptual, maka dalam konsep kredit selalu terkandung unsur-unsur
esensial berikut ini:

I. Kepercayaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan
kredit, bank yakin kredit yang akan diberikan ity dapat dikembalikan sesuai

dengan persyaratan yang disepakati bersama:
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Agunan. Setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang
berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang akan diterima oleh calon debitur
pasti akan dilunasi dan ini meningkatkan kepercayaan pihak bank:

Jangka waktu. Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu
yang layak, setelah jangka waktu berakhir kredit dilunasi;

Risiko. Jangka waktu pengembalian kredit mengandung risiko terhalang, atau
terlambat, atau macetnya pelunasan kredit, baik disengaja atau tidak disengaja,
risiko ini menjadi beban bank:

Bunga bank. Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa berupa bunga
yang wajib dibayar oleh calon debitur, dan ini merupakan keuntungan yang
diterima oleh bank:

Kesepakatan. Semua persyaratan pemberian kredit dan prosedur pengembalian
kredit serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam
akta perjanjian yang disebut kontrak kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyal tujuan tertentu. Tujuan

pemberian kredit tertsebut tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:

Mencari keuntungan. Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit
tersebut. Hasil tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai
balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur:

Membantu usaha nasabah. Bertujuan untuk membantu usaha debitur yang
memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan
dana tersebut, maka pthak debitur akan dapat mengembangkan dan

memperluas usahanya

3. Membantu Pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang

disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin
banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.
Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya kredit antar lain:

a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank;
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b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan
usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru
sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur;

¢. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar
kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa
yang beredar di masyarakat: :

d. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit vang dibiayai
untuk keperluan ekspor,

Kredit yang diberikan bank kepada debitur dapat dilihat dari beberapa segi
yaitu:
1. Dilihat dari segi kegunaanya

Dani segi kegunannya maka kredit dapat digolongkan menjadi dua macam

yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja

a. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk
keperluan usaha atau membangun proyek atau pabrik atau untuk keperluan
rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik
atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemakaiannya untuk suatu
periode yang relatif lebih lama:

b. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk meningkatkan
produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja
dibertkan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-
biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

Menurut tujuannnya kredit dapat digolongkan menjadi tiga golongan, vaitu

kredit konsumtif, kredit produktif dan kredit perdagangan

a. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi secara
pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan Jasa yang
dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai olch seseorang
atau badan usaha, sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil

pribadi, kredit perabotan rumah tangga,
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b. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha
atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan
barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang
nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan
produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang
atau kredit industn lainnya; -

¢. Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk perdagangan,
biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan
dari hasil penjualan barang dagangannya tersebut, kredit ini sering
diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli
barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan
1mpor. .

3. Dilhat dari segi jangka waktunya

Dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit vaitu kredit jangka

pendek, kredit jangka menengah dan kredit Jangka panjang

a. Kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang
dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk
keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit
peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau
palawija;

b. Kredit jangka menengah adalah kredit yang memiliki jangka waktu
berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk
investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk;

¢. Kredit jangka panjang adalah kredit yang memiliki jangka waktu diatas tiga
tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi Jangka panjang
seperti kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti
kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminannya
Dilihat dari segi jaminannya kredit dapat digolongkan menjadi dua yaitu kredit

dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan
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a.

Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan,
Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud
atau jaminan orang, Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi
senilai jaminan diberikan si calon debitur;

Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang
atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha
dan karakter serta loyalitas atau nama baik s; calon debitur selama inj
namun ini jarang dilakukan mengingat risiko pemberian kredit sangat

besar.

5. Dilihat dari sektor usaha

Dari sektor usaha yang dibiayai kredit dapat dihat dari beberapa segi.

a.

Kredit pertanian adalah kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau
pertanian rakyat. Kredit ini dapat berupa Jangka pendek atau Jangka
panjang; '
Kredit peternakan adalah kredit yang dibiayai untuk sektor peternakan dan
untuk jangka pendek:

Kredit industri adalah kredit untuk membiayai industri kecil, menengah
atau besar;

Kredit profesi adalah kredit yang diberikan kepada para profesional seperti
dosen, dokter atau pengacara;

Kredit perumahan adalah kredit yang diberikan untuk membiayai
pembangunan atau pembelian perumahan:

Kredit  konstruksi adalah  kredit yang  diberikan kepada
pengusaha/perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi untuk
kelancaran operasional usahanya (Kasmir, 2002:99).

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Sebelum mengetahui febih Jauh mengenai perjanjian kredit, perlu kiranya

diketahui apa yang dimaksud dengan perjanjian itu sendiri. Mengingat perjanjian

merupakan dasar dari perjanjian  kredit. Perjanjian diatur dalam buku [II


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

KUHPerdata tentang perikatan karena perjanjian merupakan salah saty sumber
dari perikatan (Gatot Supramono, | 996:54).

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena
Undang-undang (pasal 1233 KUHPerdata) yang mana tiap-tiap perikatan tersebut
adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atay tidak berbuat sesuaty
(pasal 1234 KUHPerdata). Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah
suatu perjanjian dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih. Rumusan pasal 1313 KUHPerdata tersebut tampak kurang
lengkap karena yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian hanya satu pthak saja,
padahal yang sering kali dyumpai adalah perjanjian dimana kedua belah pthak
saling mengikatkan diri satu sama lain (Gatot Supramono, 1996:55). Selain itu
rumusannya juga sangat luas karena dengan dipergunakannya kata “perbuatan”
tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum (R. Setiawan,
1997:49),

Menurut definisi diatas secara jelas terdapat kata sepakat antara pihak-
pihak untuk melakukan sesuaty meskipun pelaksanaannya itu datang dari satu
pthak saja. Bila diperhatikan rumusan pengertian perjanjian tersebut diatas, maka
unsur-unsur perjanjian adalah:

I. Adanya pihak-pihak yang mengikatkan diri:
2. Adanya persetujuan;

3. Adanya tujuan yang akan dicapai;

4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat Syarat
untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu kata sepkat, kecakapan, hal tertenty
dan sebab yang halal. Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian,
karena dari Syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pthak-pihak
yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian, yaitu:

I. Kata sepakat
Kata sepakat dalam suaty perjanjian merupakan suaty keadaan yang
menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling diterima satu sama lain.

Kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak
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lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada. Sejak
saat itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan
(Gatot Supramono, 199655 ). Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa kata
sepakat dianggap tidak sah apabila didasari adanya kekhilafan, paksaan atau
penipuan;

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan disini adalah kemampuan membuat perjanjian, pada asasnya setiap
orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya yang dianggap

cakap membuat perjanjian menurut hukum (R. Subekti, 1990:17):

. Suatu hal tertentu

Hal tertentu yang dimaksud adalah objek dari pada perjanjian. Objek perjanjian
tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan dan
untuk kepentingan umum (Edi Putra Tje’Aman, 1989:23);

- Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal disini melihat tujuannnya, untuk apa suatu perjanjian itu

diadakan. Tujuan merupakan sebab adanya perjanjian dan sebab yang

disyaratkan Undang-undang harus yang halal (Gatot Supramono, 1996:58).
Menurut R. Subekti (1990-1 7) keempat syarat diatas dapat diklasifikasikan

dalam dua bagian, yaitu:

. Syarat subjektif mencakup dua syarat pertama diklasifikasikan demikian karena

mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Jika

tidak dipenuhi, maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian;

. Syarat objektif, mencakup dua syarat terakhir diklasifikasikan demikian karena

berkenaan dengan objek dan perajanjian itu sendiri. Jika syarat 1ni tidak
dipenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum_

Berbicara mengenai perjanjian maka tidak dapat dilepaskan dari asas-asas

perjanjian itu sendiri. Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, yaitu:

a. Asas konsensualitas

Konsensualitas artinya kesepakatan,maka asas ini menetapkan terjadinya suaty
perjanjian  setelah lercapainya kata sepakat kedua belah pihak yang
mengadakan perjanjian (pasal 1320 (1) KUHPerdata);
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b. Asas kebebasan berkontrak
Bahwa setiap orang mempunyai kebebasan berkontrak untuk mengadakan
suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjian itu
tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang (pasal
1338 (1) KUHPerdata);

c. Asas kekuatan mengikat
Bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang
bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 (1),(2) KUHPerdata);

d. Asas kepastian hukum
Kebebasan untuk memperjanjikan sesuatu hal maupun dengan siapa melakukan
perjanjian dengan tegas dilindungi dan di Jamin Undang-undang, dengan kata
lain bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah diakui oleh Undang-
undang (pasal 1338 (1), (2) KUHPerdata);

e. Asas itikad baik
Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Untuk melaksanakan
perjanjian itu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan keadilan (R.
Setiawan, 1997:64).

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian secara umum,
maka sesuai dengan permasalahan yang ada, perjanjian kiranya Juga mengetahui
pengertian dari perjanjian kredit itu sendiri.

Atas suatu pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya, pertama akan
selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan.
Apabila bank menganggap layak permohonan tersebut diberikan, maka untuk
dapat terlaksana pelepasan kredit terlebih dahulu haruslah diadakan suatu
persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit (Hasanuddin
Rahman, 1998:138). Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah
salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam, yang mana diatur dalam pasal
1754 sampai 1769 KUHPerdata.

Perjanjian pinjam meminjam menurut pasal 1754 KUHPerdata adalah:

Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang
lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena
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pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan semula.

Meskipun perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam
namun perjanjian ini merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat
kekhususan dimana pihak kreditur selalu bank dan objek perjanjian berupa uang
karena itu peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian kredit adalah
KUHPerdata sebagai peraturan umumnya. Dan Undang-undang Perbankan
beserta peraturan pelaksananya sebagai peraturan khususnya (Gatot Supramono,
1992:62 ).

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus baik oleh bank sebagai
kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur karena perjanjian  kredit
mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun
pelaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Gatot Wardoyo (1992:64), perjanjian
kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu diantaranya:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit
merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain
yang mengikuti misalnya perjanjian pengikatan jaminan;

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak
dan kewajiban diantara debitur dan kreditur:

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Pada prakteknya, bentuk dan isi perjanjian kredit /pengakuan hutang yang
ada saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya. namun
secara garis besar isi perjanjian kredit , yaitu:

I. Keterangan mengenai fasilitas Kredit yang diberikan, Jumlah Kredit, Suku

Bunga, Jangka Waktu:

ra

Biaya-biaya yang timbul seperti Administrasi, Provisi, Bea meteral, Taksasi:

3. Larangan-laranang yang tidak boleh dilakukan si debitur tanpa terlebih dahulu
mendapat persetujuan kreditur, seperti larangan debitur untuk mengadakan
perubahan management, mengadakan investasi baru, menanggung  hutang

pihak lain, mengubah susunan kepemilikan/permodalan:
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4. Tindakan kreditur yang dapat mengakhiri kredit setiap waktu jika terdapat hal-
hal yang membahayakan fasilitas kredit, seperti dikemudian hari diketahui
debitur memberikan keterangan yang tidak benar kepada bank, debitur
menggunakan kredit tidak sesuai dengan tujuan pemberian, debitur tidak
membayar angsuran pokok, bunga dan kewajiban lainnya tepat waktu, debitur
tidak diperbolehkan menguasai hartanya/mengurus harta benda, atau
dikenakan hukuman penjara;

5. Penyvelesaian kredit macet sesuai ketentuan hukum;

6. Kantor Pengadilan Negeri/arbitrase yang ditunjuk jika terjadi sengketa (bagi
bank swasta) sedang bagi bank pemerintah penyelesaiannya melalun PUPN
(Hasannuddin Rahman, 1998:148).

Bentuk perjanjian kredit pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk baku
vang berupa formulir atau blanko perjanpan kredit, artinya 1s1 dari perjanjian
tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu. Formulir tersebut disodorkan pada
setiap pemohon kredit, pthak bank hanya meminta pendapat calon nasabah,
apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut dalam formulir itu atau tidak. Isi
perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk
tertentu, telah dibakukan, menunjukkan pada kita bahwa perjanjian kredit dalam
praktek perbankan adalah suatu perjanjian standard (Edi Putra Tje’Aman,
1998:32).

Apabila diperhatikan, perjanjian kredit ini sebenarnya mengandung
kelemahan, terutama dihubungkan dengan pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata.
Dikatakan mengandung kelemahan karena dalam perjanjian kredit tidak
terkandung adanya kesepakatan (konsensus) dalam arti luas kedua belah pihak,
melainkan hanya septhak. Sedangkan pihak pemohon dalam memberikan
kesepakatannya hanyalah fiktif belaka. Dengan demikian perjanjian kredit bank
dan lembaga perkreditan lainnya seperti tersebut diatas saja mengandung
kelemahan juga menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam pasal 1320 jo.
1338 KUHPerdata.

Kaitannya dalam praktek perbankan terdapat prinsip commanditer

ingsverbod yaitu adanya suatu larangan bagi bank bahwa dengan adanya
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pemberian kredit, bank ikut menanggung resiko dari usaha nasabah. Hal tersebut
sesuai dengan asas “tiada kredit tanpa jaminan” yang terdapat dalam Undang-
undang Perbankan. Adanya prinsip tersebut diatas, menunjukkan bahwa di dalam
perjanjian kredit selalu terkait dana perjanjian jaminan. Dalam prakteknya,
penandatanganan  perjanjian  jaminan dilakukan bersamaan pada saat
penandatanganan perjanjian kredit. Adanya perjanjian jaminan tersebut adalah
oleh karena adanya perjanjian kredit. Hal ini sesuai dengan sifat accesoir dari
pejanjian jaminan. Lazimnya dalam praktek perbankan bahwa dengan
ditandatanganinya perjanjian kredit, tidak berarti akan disertai dengan realisasi
kredit atau pencairan kredit. Pemohon tidak akan dapat melakukan penarikan
kredit, jika tidak ada pernyataan dan bank bahwa pemohon sudah boleh menarik
kreditnya. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan baha perjanjian kredir baru lahir
pada saat dilakukannya realisas: kredit (Edi Putra 1je’ Aman, 1989:35).

2.3.3 Pengertian Kredit Jasa Konstruksi

Kredit jasa konstruksi sebenarnya merupakan kredit modal kerja, yang
mana cakupan dari kredit modal kerja itu sendiri sangat luas termasuk didalamnya
sektor jasa konstruksi. Kredit jasa konstruksi yaitu kredit yang diberikan kepada
pengusaha/perusahaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek-proyek
Pemerintah, BUMN dan BUMD guna kelancaran operasionalnya.

Secara umum didalam kredit modal kerja mempergunakan dua bentuk
perjanjian kredit. Pertama, secara rekening koran yaitu bahwa setiap nasabah
debitur dapat mencairkan dana dan membayar angsuran hutangnya (pelunasan
hutang) setiap saat dengan jumlah maksimal pengambilan tidak melebihi plafond
perjanjian kredit yang telah disetujui atau disepakati. Kedua, secara angsuran
vaitu bahwa setiap nasabah dapat mencairkan dana dan membayar angsuran
hutangnya yang didasarkan pada prosentase termijn yang turun. Perbedaan dari
kedua bentuk tersebut yaitu:

I). Sistem rekening koran penarikannya dapat dilakukan setiap saat, sedang

sistem angsuran hanya bisa dilakukan pada saat realisasi:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2). Sistem rekening koran pembayaran hutangnya dapat dilakukan setiap saat
sesual dengan perjanjian, sedang sistem angsuran pelunasan hutangnya
didasarkan pada prosentase termijn yang turun.

Untuk kredit jasa konstruksi menggunakan sistem angsuran. Angsuran ada
yang mingguan (kredit kecil) ada pula yang bulanan. Untuk kredit Jasa konstrksi
termasuk yang sistem bulanan namun perhitungannya tidak pasti bisa tiap 2 bulan,
3 bulan danseterusnya tergantung kapan termijn turun. Misal CV Garuda Mas
pada tanggal 11 Agustus 2003 telah menerima realisasi pinjaman kredit jasa
konstruksi sebesar Rp. 100.000.000.00. yang mana termin akan dicairkan tiga
kal. Pada tanggal 5 Oktober 2003 termyn cair 50 % maka kredit yang harus
diangsur pada termijn pertama sebesar 50 % dari kredit yang dipinjam sehingga
besarnya angsuran pertama yaitu Rp. 56.637.500,00 termasuk didalamnya bunga
yang dikenakan dan harus dibayar pada bulan itu Juga, tanggal 4 Desember
termuyn cair lagi sebesar 45 % maka kredit yang harus diangsur 45 % dari kredit
yang dipinjam dalam hal i sisa dari pinjaman angsuran bulan kemarin yang
belum dilunasi yaitu Rp. 43.362.500.00 termasuk Juga bunganya dan harus
dibayar pada bulan itu juga danseterusnya, yang mana biasanya Pimpro
mencairkan tidak 100 % tapi 95 %, sedang 5 % untuk pemeliharaan sesuai dengan
jangka waktu yang telah disepakati. Dan nasabah debitur diberi kesempatan untuk
melunasi hutangnya selama 3 bulan terhitung batas akhir yang tercantum dalam

Surat Perintah Kerja (SPK) untuk penyelesaian administrasi pengajuan termijn.

2.3.4 Pengertian Jaminan Kredit

Jaminan kredit adalah tangungan vang diberikan oleh debitur dan atau
pthak ketiga kepada kreditur karena pthak Kreditur mempunyai suatu kepentingan
bahwa debitur harus memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan (Hasanuddin
Rahman, 1998:162).

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagal penyerahan kekayaan atau
pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembal
hutang. Faktor adanya jaminan inilah yang harus diperhatikan oleh bank sebagai

bentuk keyakinan atas kemampuan dan kesangupan debitur untuk melunasi
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hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 8 Undang-undang Nomor [0
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan menyebutkan :
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip svariah,
bank umum wajb mepunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesuai dengan undang-undang.

Jaminan menurut Hukum perdata dapat dibedakan dalam:

I. Jaminan perorangan, yaitu jaminan seorang pthak ketiga vang bertindak
untuk menjamin  dipenuhinya kewajiban-kewapban s1 debitur. Karena
tuntutan kreditur terhadap seorang penjamin tidak diberikan suatu “privilege”
atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur
lainnya, maka jaminan perorangan 1ni tidak banyak dipraktekkan dalam dumia
perbankan;

2. Jaminan kebendaan, yaitu jaminan berupa harta kekayaan, baik benda
maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari
harta kekayaan baik dari si debitur maupun dari pthak ketiga, guna menjamin
pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur apabila
kreditur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi) (Hasanuddin Rahman,
1998: 67).

Jaminan kebendaan menurut sifatnya terdiri atas Jaminan dengan benda
berwujud (material) dan jaminan dengan benda tak berwujud (immaterial). Benda
berwujud berupa barang-barang bergerak atau barang-barang tidak bergerak,
sedangkan benda tak berwujud berupa hak tagth. Dalam hal barang bergerak,
terbagl atas barang bergerak berwujud vang berupa kendaraan bermotor, barang
bangunan dansebagainya dan barang bergerak tak berwujud yang berupa surat-
surat berharga seperi saham, sertifikat deposito dansebagainya.

Cara pembebanan (pengikatan) barang tidak bergerak dapat dilakukan
dengan cara ;

. Hipotik
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Hipotik diatur dalam buku Il KUHPerdata Bab keduz puluh satu Pasal | 162
s/d pasal 1232. lembaga jaminan tersebut dengan terbentuknya Undang-
undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(UUPA) dinyatakan masih tetap berlaku sebelum terbentuknya lembaga
Jaminan yang baru (pasal 57). Dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 4
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT), maka hak tanggungan atas
tanah sebagai jaminan hutang tidak berlaku ketentuan hipotik sebagaimana
diatur dalam KUHPerdata yang ditegaskan dalam pasal 29 UUHT.
2. Hak tanggungan
Berdasarkan pasal 1 angka | Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996,
pengertian Hak Tanggungan sebagai berikut:

Hak tanggungan adalah hak jaminan vang dibebankan pada hak atas
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang
peraturan dasar pokok-pokok agrana, berikut atau tidak berikut benda-benda
lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan vang diutamakan kepada kreditur
tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan, maka ketentuan hipotik dan creditverband (salah satu lembaga
Jaminan sebelum terbentuknya hak tanggungan) menjadi tidak berlaku lagi
sebagai jaminan hutang, yang ditegaskan dalam pasal 29 UUHT. Khusus
mengenal  hipotik disebutkan tetap digunakan terhadap barang-barang tidak
bergerak lainnya selain tanah yaitu terhadap kapal dengan bobot mimimal 20 meter
kubik

Cara pembebanan barang bergerak dapat dilakukan dengan cara :

. Gadai
Pengertian Gadai disebutkan dalam pasal | 150 KUHPerdata adalal -

Gadai adalah sesuatu hak yang diperoieh seorang Kreditur atas suatu barang
bergerak, yvang diserahkan oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya
dan memberi kekeuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari
barang tersebut dengan mendahulukan pembayaran-pembayaran biaya untuk
melelang barang tersebut dan biaya vang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkan barang yang digadaikan itu,
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Menurut Faisal Afiff (1996:170), hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
gadai adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan disamping perjanjian
pokonya (perjanjian pinjam meminjam uang), artinya jika perjanjian pokonya
hapus otomatis perjanjian gadai ini hapus pula;

b. Barang yang digadaikan harus berada dibawah kekuasaan kreditur (pemegang
gadai ;

¢. Kreditur dilarang mengaku barang yang telah digadaikan menjadi miliknya,
dalam hal debitur tidak membayar atau melunasi hutangnya;

d. Jika debitur tidak memenuhi Janjinya dalam surat utang atau persetujuan
membuka kredit, kreditur berhak untuk setelah tenggang waktu pembayaran
utang 1tu lampau, debitur diperingati untuk melunasi menjual barang gadai itu
dimuka umum (Ielang). Mengenai barang dagangan yang dapat dipasarkan di
bursa penjualannya dapat dilakukan ditempat tersebut, asalkan dengan

perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam jual beli barang-barang itu:

o

Tanpa persetujuan dari debitur (pemberi gadai), kreditur (penerima gadai)
dilarang memakai atau mengeksplotir barang yang digadaikan.
2. Fiducia

Penyerahan hak milik atas kepercayaan yang disebut fiducia, merupakan
bentuk penyimpangan dari gadai. Timbul karena kebutuhan dalam praktek dengan
maksud agar barang yang dijamin dapat dikuasai dan dipergunakan oleh debitur
Jiducia. Berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Nomor 42 Tahun [999
pasal I angka 1 yang dimaksud dengan fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan
suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam
pasal 1 angka 2 disebutkan lentang pengertian jaminan fiducia sebagai berikut :

Jaminan fiducia adalah hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud
Maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan
yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada
dalam penguasaan pemberi fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima
fiducia terhadap kreditur lainnya.
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Sifat daripada perjanjian  jaminan lazim dikonstruksikan sebagai

perjanjian yang bersifat accesoir, karena timbulnya perjanjian jaminan disebabkan

oleh adanya perjanjian pokok. Dalam praktek perbankan, perjanjan pokonya

tersebut adalah perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit

Kedudukan perjanjian  jaminan sebagai perjanjian yang bersifat accesoir

(tambahan) itu mempunyai ciri-cirj:

R i

Lahir dan hapusnya lergantung dari perjanjian pokok:
Ikut batal dengan batalnya perjanjian pokok;
Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok (Edi Putra Tje’Aman,
1989:41).

Kegunaan jaminan adalah untuk-
Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan
dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah
melakukan cidera janji, vaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu
yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaks; untuk membiayai
usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atauy proyeknya
dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau
sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil
terjadinya;
Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit.
Khususnya mengenal pembayaran kembalj sesuai dengan Syarat-syarat yang
telah disctujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan
kepada bank.

Jaminan yang ideal (baik) tersebut dilihat dari-
Dapat secara mudah membantu perolchan  kredit oleh pihak yang
memerlukannya;
Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan

(meneruskan) usahanya;
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3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu bila perlu

mudah dituangkan untuk melunasi hutang si debitur (R. Subekii, 1986:29),
Syarat-syarat jaminan perkreditan dapat ditinjau dari dua sis; yaitu secara

ckonomis dan secara yuridis, yaitu:

L.

Secara umum Syarat-syarat ckonomis yang dipenuhi dari jaminan perkreditan

antara lain: '

a. Mempunyai nilaj ekonomis, dapat diperjual-belikan secara umum dan
secara bebas:;

b. Barang jaminan tersebut harus mudah dipasarkan tanpa harus
mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti;

¢. Nilai barang jaminan lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan;

d. Nilai barang jaminan harus konstan dan akan lebih baik Jika nilainya juga
meningkat dikemudian hart;

¢. Kondisi dan lokasi barang jaminan terscbut strategis (dekat dengan pasar
atau konsumen);

f. Secara fisik jaminan tersebut tidak cepat lusuh, rusak sebab mengurangy
nilai ekonomisnya;

g Barang jaminan tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam Jangka
waktu kredit yang dijaminnya.

Syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi dari suaty barang jaminan, yaitu:

a. Barang jaminan tersebut benar-benar milik calon debitur sendiri atau pihak
peminjam;

b. Barang jaminan tersebut berada dalam kekuasaan calon debitur sendiri;

¢. Tidak dalam persengketaan dengan pihak ketiga;

d. Memilik tanda bukti pemilikan berupa sertifikat atas nama yang
bersangkutan yang masih berlaku;

e. Barang jaminan tersebut bebas dari ikatan Jaminan dengan pihak lain;

f. Bukti-bukti pemilikan yang ada memenuhi persyaratan untuk diadakan
pengikatan. Baik secara Fiducia, Hak Tanggungan dan lain-lain
berdasarkan ketentuan pengikatan yang telah ditetapkan secara yuridis

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
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2.3.5 Pengertian Hak Tanggungan

Lahirmya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah Melalui
Lembaran Negara Tahun 1996 ; 42, menyebabkan ketentuan mengenai Hipotik
yang diatur dalm Buku II KUHPerdata, sepanjang mengenai pembebanan Hak
Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,
serta ketentuan mengenai Creditverband yang diatur dalam Staatblad 1908:542 jo.
Staatblad 1937:190 dinyatakan tidak berlaku lag.

Menurut pasal | Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT). Pengertian
Hak Tanggungan adalah:

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan
satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap
kreditur-kreditur lain.

Hak tanggungan adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang
tertentu, yang membenkan kedudukan diutamakan kepada kreditur lain. Artinya
bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak
menjual melalui pelelangan umum, tanah yang dijadikan jaminan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak
mendahulut daripada kreditur-kreditur lain. Kedudukan diutamakan tersebut
sudah barang tentu tidak mengurangi prefensi piutang-piutang negara menurut
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Hasanuddin Rahman, 1998 : 195).

Perjanjian Hak Tanggungan merupakan perjanjian accesoir yang tentunya
sebelum pembebanan atas suatu objek atau jaminan, sebelum didahului dengan
adanya perjanjian hutang piutang atau pengakuan hutang. Dalam perjanjain
hutang piutang tersebut telah disebutkan adanya janji untuk memberikan Hak
Tanggungan oleh debitur atau pemilik jaminan, sebagaimana juga disebutkan
dalam pasal 10 ayat (1) UUHT, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak
tanggungan sebagaimana jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan
di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang piuang
yang bersangkutan atau perjanjian yang menimbulkan hutang tersebut.
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Menurut R. Subekti (1996:41) Hak tanggungan merupakan lembaga
jaminan untuk pelunasan hutang yang kuat, karena:
a. Memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur (Pasal | butir I
UUHT);,
b. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan, dalam tangan siapapun objek itu
berada (pasal 7 UUHT); '
c. Memenuhi asas specialitas dan asas publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga
serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan (pasal
11 jo. Pasal 13 UUHT).
Objek Hak Tanggungan Atas Tanah
Pasal 4 UUHT mengatur tentang pelbagai macam hak atas tanah yang
dapat dijadikan objek hak tanggungan, yaitu:
1. Hak Milik;
Hak Guna Usaha;

o

Hak Guna Bangunan;

s o

Hak Pakai atas Tanah Negara, yang menurut ketentuan yang berlaku wajib

didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan;

5. Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, yang akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Dari macam hak atas tanah diatas sesaui pasal 51 UUPA, objek hak
tanggungan sebenarnya terbatas kepada hak milik, hak guna usaha dan hak guna
bangunan. Ketiga hak atas tanah tersebut merupakan objek Hak tanggungan
discbabkan karena:

1. Hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum
yang terdapat pada kantor pertanahan;

2. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan, sehingga
apabila diperlukan dapat segera direalisasikan untuk membayar utang yang
dijamin pelunasannya.

Namun selain ketiga hak atas tanah diatas objek hak tanggungan dapat
berupa Hak Pakai atas Tanah Negara yang menurut ketentuan wajib didafiar dan

menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Tetapi tidak semua tanah tersebut
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dapat dipindahtangankan seperti hak pakai atas nama Pemerintah, hak pakai atas
nama Keagamaan dan Sosial dan hak pakai atas tanah Negara Asing, Sehingga
tanah Hak Pakai atas Tanah Negara yang dapat dijadiakan objek hak tanggungan
adalah tanah hak pakai yang diberikan kepada perseorangan atau badan hukum
dan tanah tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Dan satu lagi yang
dapat dijadikan objek hak tanggungan adalah Hak Pakaij atas Tanah Hak Milik,
meskipun pada saat ini belum dianggap perlu adanya kewajiban pendaftaran hak
pakai atas tanah hak milik Namun jika yang akan datang kebutuhan masyarakat
menghendaki, Undang-undang tidak sulit mengatasinya karena telah dibuat
“tempat” untuk kebutuhan ity (Gatot Supramono, 1996 | 13).

Selain hak-hak atas tanah seperti dikemukakan di atas, yang dapat
dijadikan objek hak langgungan adalah hak atas tanah berikut bangunan (baik
yang berada di atas maupun di bawah tanah), tanaman dan hasil karya yang telah
ada atau akan ada, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang
merupakan milik pemegang hak atas tanah Pembebanan Hak Tanggungan atas
bangunan, tanaman dan hasil karya tersebut harus dinyatakan dengan tegas di
dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan. Apabila
bangunan, tanaman dan hasil karya sebagaimana dimaksud di atas tidak dimiliki
oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda
tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan pada APHT yang
bersangkutan oleh pemilik bangunan, tanaman dan hasil karya tersebut, atau yang
diberi kuasa oleh pemilik benda-benda tersebut untuk menandatangani APHT
dengan akta autentik. Pengertian akta autentik adalah Surat Kuasa Membebankan

Hak Tanggungan (SKMHT) atas benda-benda diatas tanah tersebut

2.3.6 Pengertian Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana S€scorang nasabah tidak
mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya (Gatot Supramono,
1996:131).

Sedangkan jika dilihat dari kolektibilitas kredit, yang dimaksud kredit
macet yaitu apabila:
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Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan atau:

Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam Jangka waktu 21 bulan sejak
digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit
atau;

Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri
atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan pengganti
ganti rugi kepada perusahaan asuransi  kredit (Muhammad Djumhana,
1993:251).

Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau

ingkar janji.

Macam-macam wanprestasi yang dikenal selama ini yaitu:

I

2
3
4.
5

Debitur tidak dapat melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan;
Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan;

Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan:

Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan:

Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah
diperbuatnya (Gatot Supramono, 1996:131).

Dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang

tergolong wanprestasi, yaitu:

Nasabah sama sekali tidak dapat membayar sebagian angsuran kredit (beserta
bunganya);
Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya):
Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah Jangka waktu yang
diperjanjikah berakhir. Hal in; dilaktkan setelah pithak bank mengambil
langkah untuk menyelesaikan ke PUPN/Pengadilan ( gatot  Supramono,
1996:131).

Secara umum faktor-faktor penyebab kredit macet adalah:
Dan pihak perbankan

I. Bank melakukan analisis pinjaman yang tidak lengkap;
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2. Bank memilik kemampuan teknis yang kurang karena semakin canggih
usaha nasabah debitur semakin bertentangan dengan bank dalam
melakukan analisis;

3. Bank terlalu mengejar target sehingga memberi kemudahan kepada
debitur (tidak memperhatikan syarat-syarat);

4. Bank terlalu lemah didalam melakukan pengawasan;

5. Bank lemah didalam memberikan penolakan terhadap debitur yang jelas-
jelas tidak memenuhi syarat;

6. Bank terlalu mementingkan jaminan (seharusnya prospeknya);

Bank terlalu menaikkan nilai jaminan;

8. Bank terlambat dalam merealisir kredit ke nasabah debitur sehingga pada
saat pencairan kredit tidak menguntungkan nasabah debitur;

9. Pembenan kredit yang tidak cukup atau berlebihan jumlahnya
dibandingkan dengan kebutuhan sesungguhnya;

10. Jaminan kredit dikuasai oleh pihak ketiga karena sewa-menyewa atau
perbuatan hukum lain.

b. Dari nasabah debitur
I. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesvai dengan tujuan pe
rolehannya;
2. Nasabah menyimpangkan barang baru kepada barang bekas;,
3. Nasabah memalsukan catatan dan pembukuan;
4. Nasabah ,menggunakan jaminan/agunan milik pihak ketiga.
¢. Dari luar
1. Knisis ekonomi;
Bencana alam;

Overmacht;

ot IR

Perang.

Kredit macet memberi dampak baik bagi bank sebagai pemberi kredit
maupun nasabah debitur sebagi penerima fasilitas kredit. Akibat yang timbul,
yaitu:

1. Bagi nasabah
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Nasabah harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap
bank, karena bunga tetap dihitung terus selama kredit belum dilunasi (utang
pokok ditambah dengan bunga), sechingga jumlah kewajiban nasabah semakin

lama semakin bertambah besar;

3. Bagi bank

Kredit macet bagi bank juga merupakan persoalan serius. Ada dua alasan
yang dapat dikemukakan yaitu, pertama karena dana bank vang disalurkan
dalam bentuk kredit berasal dari masyarakat dan kedua, kredit macet
mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan
usaha bank. Bank yang terganggu keschatannya akan sulit melayani
permintaan nasabah, seperti permohonan kredit, penarikan tabungan dan
deposito. Keadaan yang demikian mempengaruhi pula kepercayaan
masyarakat terhadap bank berkurang. Bahkan dapat terjadi lebih dari itu, izin
usaha bank dicabut pemerintah dan dilikuidasi.

Namun sebelum kredit dalam taraf macet, biasanya diawali dengan kredit

bermasalah. Secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah bank

melakukan tindakan dengan cara :

4,

Penjadwalan kembali (rescheduling)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau
jangka waktunya. Meliputi:

a. perubahan jadwal pembayaran;,

b. perubahan jangka waktu;

¢. perubahan jumlah angsuran.

Persyaratan kembali (reconditioning)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas
pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan
lanya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal plafond. Meliputi:
a. perubahan tingkat suku bunga;

b. perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga;

c. keringanan bunga atau denda.

Penataan kembali (restructuring)
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Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang berupa penambahan dana atau

plafond kredit, konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan

dalam perusahaan. Meliputi :

e

a. penurunan suku bunga kredit;
b.

pengurangan tunggakan bunga kredit;

C. pengurangan tunggakan pokok kredit:
d.

perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit;
pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan

debitur
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BAB III
PEMBAHASAN

1.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jasa Konstruksi

Pada hakekatnya tgas pokok bank adalah menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Sumber utama
pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit. Dengan demikian
bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal
berkaitan dengan operasi perkreditan (Edi Putra Tje’Aman, 1989:10).

Di satu segi, pelepasan kredit berarti menghadapi kemungkinan-
kemungkinan tertimpa resiko dan di segi lain pendapatan bank yang utama berasal
dari kegiatan kredit. Oleh karena itt dalam rangka pemberian kredit, sebelum
permohonan kredit dikabulkan, bank harus memperhatikan hal-hal yang
menyangkut :
|. Keadaan intern bank, ini berkaitan dengan plafond kredit yang terdapat dalam

bank itu sendiri. Plafond Kredit adalah batas maksimum bagi bank untuk

mengoperasikan dananya;

)

Keadaan calon nasabah, dalam hal ini mempertimbangkan permohonan
kreditnya dengan memperhatikan;, pribadi nasabah, harta benda, usaha,
kemampuan dan kesanggupar membayar kembali pinjamannya.

Secara garis besar sistem atau prosedur Perjanjian Kredit Jasa Konstruksi
mempergunakan prosedur umum perkreditan yang dilakukan lembaga bank pada
umumnya. Adapun tahap-tahap pelaksanaan perjanjian kredit jasa konstruksi di
P.T. Bank Jatim Cabang Probolingge adalah sebagaiberikut:

1. Tahap Permohonan Kredit
Dalam pelaksanaan tahap permohonan kredit, pemohon kredit mengajukan
proposal pengajuan kredit yang dapat diajukan secara tertulis kepada pihak bank
vaitu P.T. Bank Jatim Cabang Probolinggo dengan melampirkan berkas-berkas

atau keterangan-keterangan yang diperlukan guna memenuhi persyaratan kredit
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tersebut, yang selanjutnya pemohon kredit juga mengisi formulir atau aplikasi
daftar isian yang telah disediakan oleh pihak bank.

Proposal permohonan kredit tersebut harus mencantumkan alasan
pengajuan permohonan kredit, jumlah kredit yang diperlukan, kesanggupan untuk
membayar kembali hutangnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,
Jaminan yang diberikan dan keterangan-keterangan lainnya yang dipcrlukan.

Formulir atau aplikasi yang telah disediakan oleh pihak bank yang mana
harus diisi oleh pemohon kredit untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan
pertimbangan oleh bank tersebut. keterangan-keterangan tersebut adalah
sebagaiberikut:

a.  Keterangan mengenai pemohon kredit
Keterangan ini berisi: Nama pemohon perusahaan, Alamat pemohon
perusahaan, Bentuk hukum perusahaan, Jenis usaha, Akte pendinian dan
perubahan (surat kuasa Direksi), Surat izin usaha yang meliputi : Surat izin
usaha konstruksi, Tanda dafiar rekanan, Tanda dafiar perusahaan, Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Sertifikasi/Prakualifikasi.
Sertifikasi atau Prakualifikasi dikeluarkan oleh Gapensi/Gapeknas yang
dilakukan tiap tahun gunanya untuk menentukan Kklasifikasi perusahaan
tersebut apakah termasuk skala kecil, menengah atau besar. Tujuan untuk
menentukan proyek, jangan sampai proyek kecil dilakukan oleh perusahaan
berskala besar dan atau sebaliknya,

b.  Keterangan mengenai fasilitas kredit vang diminta
Mengenai : Jenis kredit yang diminta, Jumlah kredit yang diminta dan jenis
mata vang, Jangka waktu kredit, serta Tujuan penggunaan kredit:

¢.  Keterangan mengenai jaminan
Keterangan ini berisi tentang : Jenis jaminan, Warkat jaminan yang q[\;fp
diserahkan, Bukti kepemilikan jaminan, Tempat asal jaminan dan N\W
barang jaminan;

d. Keterangan mengenai perusahaan
Berisi tentang Kekayaan perusahaan, Neraca laba/rugi dan Modal:

¢. Kontrak kerja/Surat Perintah Kerja
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Kalau kontrak kerja belum ada, harus ada pernyataan dari Pimpro yang isinya

bahwa kalau Kontrak kerja selesai akan diserahkan ke Bank Jatim Cabang

Probolinggo;
f. Keterangan Lain-lainnya,
2. Tahap Identifikasi berkas dan Informasi Bank

Apabila semua keterangan atau data-data sebagaimana. yang diperlukan
dalam tahap pertama telah lengkap, langkah selanjutnya pihak bank melakukan
pengidentifikasian berkas atas kebenaran data-data tersebut. Jawaban-jawaban
yang tertulis didalam isian yang telah diisi oleh pemohon kredit merupakan
pertimbangan bank untuk menerima alau menolak permohonan kredit kredit
tersebut.
3. Tahap Analisa Kredit
Dalam tahap analisa kredit Ini, semua permohonan kredit yang telah

memenuhi syarat dalam tahap pertama dan kedua harus lulus uji analisa dan
evaluasi tertulis yang dilakukan oleh bagian penganalisa kredit P1. Bank Jatim
Cabang Probolinggo. Analisa kredit merupakan suatu kegiatan yang meliputi
penguraian dan penganalisaan atas segala aspek, baik mengenai keuangan maupun
non keuangan untuk mengetahui dapat atau tidaknya permohonan kredit tersebut
diberikan. Pelaksanaan analisa kredit tersebut harus disesuaikan dengan tingkat
risiko dan kompleksitas kredit yang akan diberikan pada pemohon kredit. Tahap
analisa kredit inj merupakan tahap yang sangat penting bagi bank dalam
pemberian kredit, sebagaimana yang telah ditentukan dalam penjelasan pasal 8
Undang-undang perbankan yang menyatakan bahwa kredit vang diberikan oleh
bank mengandung risiko yang sangat tinggi sehingga dalam pelaksanaannya bank
harus benar-benar memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Berdasarkan
hal-hal tersebut, maka dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan
analisa terhadap kemampuan debitur unutk membayar kembali utangnya.
Schingga jaminan dalam pemberian kredit diperlukan, dalam artian keyakinan

atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.
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Analisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam memorandum analisa kredit
yang formatnya disesuaikan dengan jenis kredit yang diberikan, yang mana
didalamnya mengandung unsur-unsur mengenai informasi pemohon kredit, yaitu :
1. Identitas pemohon kredit;

2. Tujuan permohonan kredit yang meliputi : jumlah kredit, Jenis kredit, jangka
waktu kredit dan objek vang dibiayai kredit: '

3. Riwayat hubungan bisnis dengan PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo atau
dengan bank lainnya.

Bank dalam rangka memperoleh keterangan mengenai informasi pemohon
kredit dalam kaitannya pemberian kreditnya tidak cukup hanya mendapatkan dari
atau yang terdapat dalam dokumen aplikasi kredit, tetapi harus mencari dari
berbagai sumber. Hal demikian merupakan kebutuhan dalam mendukung
pengkajian keuangan untuk pemberian perkreditan tersebut Dalam rangka
pengkajian tersebut, maka bank sangat memerlukan informasi yang sangat
lengkap dan detail tentang pemohon kredit yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengamatan di PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo,
menjelaskan bahwa langkah-langkah analisa kredit Jasa Konstruksi oleh PT. Bank
Jatim Cabang Probolinggo, meliputi:

I Kunjungan kelokasi proyek atau usaha milik pemohon sekaligus melakukan
wawancara dengan pengurus lokasi proyek atau usaha tersebut:

2 Wawancara dengan pihak-pihak lain yang ada kaitannya dan mengetahui seluk
beluk atas karakter pemohon kredit, tentang bisnis usaha vang dijalaninya,
serta kctcrangan-kctcrangan lainnya yang ada hubungannya dengan pemohon
kredit;

3 Kunjungan kelokasi Jaminan yang dijadikan agunan oleh pemohon kredit guna
mengetahui kebenaran dan melakukan penilaian terhadap jaminan tersebut;

4 Setelah kunjungan dan Wawancara, bank meminta rekomendas; dari
Gapensi/Gapenka mengenai proyek yang dibiayai oleh PT. Bank Jatim Cabang
Probolinggo, sehingga apabila ada permasalahan dikemudian hari pihak
Gapensi/Gapenka bisa dilibatkan:;

5 Meminta surat pelimpahan termijn yang meliputi:
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a. Surat pengantar ke Pimpro;

b. Surat pelimpahan térmijn dari penerima pekerjaan;

¢. Surat pelimpahan termijn ke Bank Jatim Cabang Probolinggo (cessie) dari
Pimpro;

d. Surat kuasa mendebet dan mengkredit rekening;

¢. Surat pelimpahan termijn dan Bank lain (apabila dana pimpro disimpan di
bank lain);

f. Surat pelimpahan termiyn dari Kantor Perbendaharaan Kas Negara
(KPKN);

g Kalau proyek tersebut berbantuan luar negeri harus ada surat keterangan
dari KPKN yang isinya bahwa dana untuk proyek tersebut telah tersedia.

6  Setelah melakukan kunjungan ke lokasi Jaminan, Bank melakukan
pemeriksaan jaminan antara lain -

a. Meminta surat keterangan Kepala Desa setempat tentang harga jaminan
tambahan. Keterangan ini akan dijadikan bukti apakah tafsiran nilai
Jaminan yang disampaikan oleh pemohon sama dengan keterangan dari
Kepala Desa, ini berkaitan dengan taksasi:

b. Meminta surat pemblokiran barang jaminan ke Badan Pertanahan Nasional
(BPN);

¢. Menyampaikan surat pengantar ke Notaris rangkap 2 untuk dilakukan
pemasangan Hak Tanggungan, tindasannya setelah ditandatangani Notaris
sebagai arsip.

7 Penilaian lengkap atas kondisi pemohon kredit atau menganalisa data-data
yang telah diperoleh.

Ukuran dalam menentukan penilaian atas kondisi pemohon kredit dalam
rangka menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat diterima atau tidaknya,
dalam dunia perbankan dikenal adanya kriteria atau analisis atas diri debitur
scbagai debitur yang bankable. Dalam praktek perbankan untuk mendapatkan
keyakinan bahwa debiturnya mempunyai klasifikasi bankable, setelah melalui
analisis dan penelitian tersebut meliputi: “The five of C's Credit Analisys™ yang

disebut dengan 5 C, yang lazim dipakai dalam praktek perbankan di Indonesia.

B ——————

T —
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Selain itu ada yang disebut "7he four of P’s Credit Analisys” atau disebut 4 P,
dan "The Three of R's Credit Analisys” yang disebut 3 R. ketiga acuan tersebut

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak kreditur dalam menilai

bonafiditas serta kredibilitas calon debiturnya tersebut.

Adapun kriteria yang terdapat dalam 5 C tersebut adalah:

Character (watak)

Tujuan bank dalam melakukan penilaian terhadap watak debitur adalah untuk
mengetahui apakah pemohon kredit mampu atau tidak untuk membayar
utangnya apabila permohonan kreditnya dikabulkan oleh bank Dalam hal ini
yang perlu diperhatikan adalah sikap atau perilaku debitur, baik hubungannya
dengan bank atau pihak-pihak lainnya. Adapun inti perhatian bank disini
ditujukan atas kejujuran dan itikad baik debitur;

Capacity (kemampuan)

Usaha yang akan dibiayai dengan kredit, pada prinsipnya nasabah harus dapat
mengelola dengan sebaik mungkin, sebab apabila tidak dikelola dengan baik
maka akan berkembang lambat sehingga menjadi macet Sebelum bank
mengabulkan permohonan kreditnya, bank akan menilai kemampuan debitur
untuk mengelola usaha yang akan dibiayai kredit. Dan yang mendapat
perhatian khusus dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan nasabah, selain
mempunyat kemampuan memimpin perusahaan, Juga menguasai bidang
usaha serta kesanggupan mengelola usaha dengan baik dan menguntungkan;
Capital (modal)

Dalam praktek perbankan sclama ini bank jarang sekali memberikan kredit
untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan oleh nasabah Sehingga
nasabah perlu menyediakan modal sendiri, untuk kekurangannya akan
dibiayai oleh bank dengan mengajukan permohonan kredit. Untuk menilai
sejauhmana kemampuan nasabah dalam menyediakan modal sendiri dapat

dilihat dari laporan Keuangan perusahaan (laporan neraca rugi/laba);

4. Collateral (Jaminan)

Bank dalam rangka pemberian kredit mengandung risiko tinggi, sehingga

untuk keamanan pelunasan kredit, nasabah harus menyediakan harta kekayaan
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untuk dijadikan jaminan. Yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah baik
benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Bank selain meminta Jaminan
pokok, juga meminta jaminan tambahan;
5. Condition of Economy (kondisi perekonomian)

Kondisi ekonomi mempunyai arti yang sama dengan prospek usaha, karena
yang dibicarakan menyangkut objek yang akan dibiayai dengan kredit tersebut
mempunyai masa depan yang baik. Oleh karena itu objek kredit tersebut perlu
diteliti apakah bermanfaat bagi orang banyak, apakah usaha nasabah nantinya
akan mendapat keuntungan atau apakah tak bertentangan dengan peraturan
yang berlaku (Gatot Supramono, 1996:49).

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kriteria :5 C”, maka hal tersebut
dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan analisa dan penelitian
terhadap debitur. Hanya saja dari faktor-faktor tersebut tidak semuanya dijadikan
sebagai dasar penganalisaan atay tergantung dari subjektifitas dari masing-masing
kreditur. Selanjutnya kriteria yang terdapat dalam 4 P adalah sebagaiberikut :

I. Personality
Personality atau kepribadian debitur merupakan segi-segi yang subjektif
namun menjadi suatu hal yang sangat penting dalam penentuan pemberian
kredit;

2. Purpose
Purpose atau tujuan, yang menjadi sorotan dari segl ini yaitu menyangkut
tujuan penggunaan kredit tersebut, apakah untuk kegiatan yang bersifat
konsumtif atau produktif, atau dipakai untuk kegiatan yang bersifat
spekulatf’

3. Prospect
Prospect atau disebut dengan masa depan dari kegiatan yang mendapat
pembiayaan kredit tersebut, adapun unsur-unsur yang dapat menjadi penilaian
mengenal prospek tersebut diantaranya vyaitu - Bidang usaha, Pengelolaan
bidang usaha, Kebijakan pemerintah dan scbagainya;

4. Payment
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Payment atau cara pembayarannya, hal yang menjadi perhatian untuk itu,
misalnya mengenai kelancaran aliran dana dan kelancaran penjualan sehingga
dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman yang ditinjau dari
waktu serta jumlah pengembaliannya (Edy Putra The’ Aman, 198911 ).
Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam 3 R adalah sebagai berikut:
l. Returns :
Disini dilakukan penilaian terhadap hasil usaha yang akan dapat dicapai olch
calon debitur. Terhadap hasil usaha yang akan dapat dicapai oleh debitur ini
dianalisis atas kemungkinan pengembalian kredit beserta bunganya;
2. Repayment
Pembayaran kembali. Kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit
harus sudah dapat diperkirakan oleh pihak analisis;
3. Risk Bearing Abiliry
Disini dianalisis tentang kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko.
Ini dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan pada usaha calon
debitur, disini juga dinilai kemampuan calon debitur untuk menutup
kemungkinan terjadinya kerugian yang mungkin terjadi karena hal-hal yang
tidak dapat diperkirakan sebelumnya (Djuhaendah Hasan, 1996:196).
4. Tahap keputusan
Dalam tahap keputusan, terdapat dua hal yang sangat penting yaitu
persetujuan dan penolakan atas permohonan kredit. Keputusan atas permohonan
kredit yang bisa berupa persetujuan atau penolakan diberikan atas dasar hasil dari
analisa kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo terhadap
permohonan kredit tersebut yang keputusan akhirnya ditentukan oleh Pimpinan
Cabang. Namun apabila permohonan kredit lebih dari KMPP yaitu lebih dari Rp.
450.000.000,00 untuk PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo, maka ditentukan oleh
Direksi. Apabila pihak bank mengambil keputusan yang berupa persetujuan atau
pemberian kredit, permohonan tersebut bisa dipenuhi seluruhnya dengan jumlah
kredit yang diajukan dan bisa Juga hanya sebagian saja, hal ini tergantung dari

bonafiditas dan bankablenya pemohon kredit itu sendiri. Apabila pihak bank
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‘menyetujui atas pemberian kredit tersebut, bank memberitahukan kepada

pemohon. Yang perlu diperhatikan dalam pemberian keputusan kredit ini adalah:

a) Informasi peminjam;

b) Jumlah kredit yang akan diputus;

¢) Jumlah keseluruhan putusan kredit;

d) Uraian Jaminan;

oleh:

¢) Dan syarat-syarat lainnya.

Permohonan bisa Juga ditolak, penolakan permohonan dapat dilakukan

1.~ Oleh bagian kredit atau cabang;

2. Oleh bagian kredit atau cabang setelah mendapat keputusan penolakan direksi.
5. Tahap Realisasi Kredit

‘Tahap ini meliputi:

a. Penandatanganan akad persetujuan buka kredit

Setelah diambil keputusan kredit oleh pejabat lini, kemudian disampaikan
kepada pemohon kredit guna mempersiapkan seluruh persyaratan dalam
realisasi  kredit. Didalam prakteknya, seluruh akad perjanjian
ditandatangani oleh kedua belah pihak, pemohon diharuskan memenuhj
sejumlah persyaratan yang tercantum dalam akad perjanjian kredit.
Penandatanganan akad tersebut dilakukan oleh dan dihadap notaris

Berdaéarkan penandatanganan akad perjanjian kredit ini, berarti pthak
bank telah menyetujui dan menerima permohonan kredit yang diajukan
oleh calon nasabah, dengan demikian kedua belah pthak terikat dengan

ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian tersebut;

- Pengikatan jaminan kredit

Setelah diketahui bahwa fungsi dari pada pemberian jaminan adalah guna
memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan
pelunasan dengan barang-barang jaminan yang discrahkan pada bank
apabila debitur ingkar janji pada saat pengembalian kredit tersebut.

Agar supaya pihak bank melaksanakan hak dan kekusaannya atas barang

jaminan terscbut, maka terlebih dahulu dilakukan pengikatan jaminan
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secara yundis formil atas barang-barang jaminan tersebut  menurut
ketentuan yang berlaku.
Demikian juga untuk Kredit Jasa Konstruksi di PT. Bank Jatim Cabang
Probolinggo yang‘menggunakan Jaminan Hak tanggungan Atas Tanah
- yang dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT yang berbentuk akta
ofénﬁk, yang kemudian didaftarkan di kantor Pertanahan, Dengan
demikian pihak bank tidak perlu khawatir tentang kemungkinan adanya
i I‘(e!{efiruan pengikatan atas jaminan yang diterima dari debiturnya;
o Penarikan uang
Penarikan uang dapat dilakukan apabila debitur telah memenuhj semua
penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit, Pengikatan
jaminan secara sem purna dan penyerahan tagthan dan sebagainya).
Dan untuk selanjutnya dilakukan adminsitrasi kredit oleh P T Bank Jatim Cabang
Probolinggo.
Biaya realisasi kredit Jasa konstruksi di Pl Bank Jatim Cabang
Probolinggo ditentukan sebagai berikut:

I. Administrasi :Rp. 50.000,00.

2. Provisi . 1 % dari Plafond Kredit.

3. Taksasi
a. sampai dengan 10 juta " Rp. 15.000,00
b. diatas 10 juta s/d 20 juta *Rp. 50.000,00
c. diatas 20 juta s/d 50 juta  Rp.100.000,00
d. diatas 50 juta s/d 100 juta *Rp.150.000,00
e. diatas 100 juta :Rp.200.000,00

4. Suku bunga : 21% Pertahun floating rate

Sedangkan maksimal peminjaman kredit jasa konstruksi didasrkan pada
Kuasa Memutus Permohonan Pinjaman (KMPP). KMmpp ini melekat pada
individu Pimpinan Cabang yang mana untuk pT Bank Jatim Cabang Probolinggo
sebesar Rp. 450.000.000,00 dan apabila melebihi ketentuan tersebut maka harus
mendapat izin dari Direksi
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3.2 Pembebanap Hak tanggungan Atas Tanah

Hak Tanggungan merupakan perjanjian accesoir yang pembebanan atas
suatu objek atau jaminan, didahului dengan adanya perjanjian kredit atau
pengakuan hutanz. Bahkan dalam perjanjian kredit tersebut telah disebutkan
adanya janji untuk disebutkan dalam pasal 10 ayat | Undang-undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang selengkapnya berbunyi
sebagaiberixut:

“Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak

tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang tak

terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau
perjanjian yang menimbulkan hutang tersebut”.

Adapun yang dimaksud dengan janji-janji (syarat-syarat) yang
diperjanjikan oleh kreditur dalam Akta Pembebanan Hak tanggungan dari pemberi
hak tanggungan. Janji-janji Hak Tanggungan dicantumkan dalam Akta
Pembebanan Hak Tanggungan yang meliputi :

a. Jamji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
menyewakan objek hak tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah
jangka sewaz dan/atau waktu sewa dan/atau sewa dimuka, kecuali
diperjanjikan terlebih dahulu;

b. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
mengubah bentuk atau tata susunan objek hak tanggungan, kecuali telah
diperjanjikan;

¢. Janji yang memberikan kewenangan pada pemegang Hak Tanggungan untuk
mengelola objek hak tanggungan apabila debitur wanprestasi;

d. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan
untuk menyelamatkan objck hak tanggﬁngan, Jika hal itu diperlukan untuk
pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah hapusnya atau dibatalkannya
ketentuan Undang-undang;

e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk
menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur

wanprestast,
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. Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa objek
hak tanggungan tidak akan dibersikan dari hak tanggungan;

g Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas
objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahuly dari
pemegang hak tanggungan;

h. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan memperoleh seluruh atau sebagian
ganti rugi dari pemegang hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila
objek hak tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi hak tanggungan atau
dicabut haknya untuk kepentingan umum:

1. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau
sebagian uang asuransi dari pemberi hak tanggungan untuk pelunasan
piutangnya, jika objek hak tanggungan diasuransikan;

J. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan objek hak
tanggungan pada waktu cksekusi (pasal 1T ayat (2) UUHT)

Selanjutnya tahapan pemberian hak langgungan yaitu pembuatan akita
pemberian hak tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 4
tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang berbunyi:

“Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta Hak

Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan

vang berlaku”.

Setelah tahapan tersebut, selanjutnya adalah pendafiaran oleh kantor
Pertanahan, yang merupakan saat lahimya Hak Tanggungan, sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 13 ayat I Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan yang berbunyi:

“Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftar pada kantor pertanahan”.

Dalam penjelasan umum UUHT point 7 disebutkan bahwa menurut
perundang-undangan yang berlaku PPAT adalah pejabat umum yang berwenang
membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan
hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya

perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam dacrah kerjanya
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masing-masing. Dalam kedudukan sebagai yang disebutkan di atas. maka akta-
akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik.
Tahap pemeberian Hak Tanggungan yaitu pemberian Akata Pemberian
Hak Tanggungan oleh pemberi Hak Tanggungan kepada kreditur, Hak
Tanggungan yang bersangkutan belum lahir. Hak Tanggungan lahir pada saat
dibukukan dalam buku tanah dikantor Pertanahan. Oleh karena itu, kepastian
mengenai saat pendaftaran Hak Tanggungan adalah sangat penting bagi kreditur.
Pendaftaran Hak Tanggungan di kantor Badan Pertanahan Nasional dilakukan
oleh debitur selaku pemberi Hak Tanggungan dengan membawa sertifikat hak
atas tanah untuk diperiksa beserta dokumen-dokemen yang diperlukan.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran Hak Tanggungan
menurut ketentuan SE Menteri Negara Agraria/Kepla BPN Nomor 6000-1035 A
tentang pendaftaran Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud pasal |13 ayat (3)
dan (4) UUHT, adalah sebagai berikut:
I. Untuk tanah yang sudah bersertifikat atas nama pemberi Hak Tanggungan
a. Surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan;
b. Sertifikat Hak Atas Tanah yang asli;
¢. Akta Pemberian Hak Tanggungan yang asli : Pelunasan biaya pendafiaran
Hak Tanggungan; '

d. Bukti dipenuhinya persyaratan administrasi.

b2

Tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum terdafiar atas nama pemberi Hak

Tanggungan

a. Surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan:

b. Sertifikat Hak Atas Tanah asli:

¢. Bukti terjadinya perbuatan hukum beralihnya hak atas tanah atas nama
pemberi hak tanggungan yang asli;

d. Akta Pemberian Hak Tanggungan yang asli Bukti dipenuhinya persyaratan
administrasi, misalnya : biaya pendaftaran peralihan hak atas tanah, biaya
pendaftaran hak tanggungan dan syarat administrasi yang lain sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tanah bekas hak milik adat belum bersertifikat
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o

Surat pengantar cari PPAT/Notaris yang bersangkutan;

e

Akta Pemberian Hak Tanggungan;

c¢. Surat-surat bukti hak atau jenis hak;

2

Gambar surat ukur bidang tanah;
¢. Bukti persyaratan administrasi.

Apabila kelengkapan surat atau dokumen tersebut untuk menyatakan
berkas permohonan sudah lengkap untuk dapat diproses bukti tanah hak
tanggungan. Apebila ada kekurangan atas kelengkapan surat atau dokumen
pendaftran hak tanggungan dinyatakan secara tertulis yang ditujukan kepada
pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat atau
dokumen-dokumen yang dilampirkan pada surat pengantar dari PPAT/Notaris
dengan menyatakan alasan dan kekurangannya.

Setelah penerimaan surat atau dokumen sudah dinyatakan lengkap.
Dilanjutkan pembuatan buku tanah hak tanggungan yang ditetapkan pada hari
kerja ketujuh dihitung hari pertama proses pendaftran hak tanggungan, kecuali
hari libur resmi. Pembuatan buku tanah meliputi kegiatan, pembuatan sertifikat
hak tanggungan yang didalamnya berisi salinan buku tanah hak tanggungan yaiig
dijahit menjadi satu dengan salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan
pencatatan biaya pembebanan dan pencatatan oleh kantor BPN ke kas negara.
Sertifikat Hak Tanggungan akan diserahkan kepada kreditur dan sertifikat haknya
yang telah dibebani hak tanggungan dikembalikan kepada debitur (J. Satrio,
1998:162).

Pada dasarnya masih ada satu tahapan yang sering dilakukan dalam suatu
pemberian Hak tanggungan, yaitu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT). Dalam pembunatan SKMHT PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo
menunjuk Notaris/PPAT vang berwenang untuk segera memouat SKMHT yang
bentuknya harus akta otentik. Jadi SKMHT tersebut dibuat bersamaan dengan

perjanjian pokok atau perjanjian utang piutangnya
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dihadapan PPAT untuk membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (Hasil

pengamatan di PT. Bank Jatim Cabang probolinggo).

SKMHT dibual.dalam bentuk otentik yaitu berbentuk akta notaris atau
akta PPAT vyang harus ditandatangani oleh debitur (pemben kuasa), kreditur
(penerima  kuasa), dan Notaris/PPAT. Formulir atau blanko SKMHT ini
disodorkan oleh Notaris/PPAT yang berwenang sesuai dengaﬁ wilayah daerah
kerjanya kepada debitur selaku pemberi hak tangungan dan kreditur yaitu PT.
Bank Jatim Cabang Probolinggo.

SKMHT dibuat oleh Notaris/PPAT yang bersangkutan dalam dua ganda,
yang semuanya harus in originali yaitu akta yang tidak dibuat minutna, tetapi akta
aslinya yang jumlahnya hanya satu dan ditandatangani oleh pemberi kuasa,
penerima  kuasa, dua orang saksi, dan Notanis/PPAT yang membuatnya.
Notans/PPAT wajib menolak membuat Akta Pembuatan Hak Tanggungan yang
berdasarkan SKMHT yang bukan in originali. Karena pembuatan Aka
Pembebanan Hak Tanggungan oleh PPAT yang berdasarkan SKMHI" yang bukan
in originali yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri negara Agrana/Kepala BPN
Nomor 3 Tahun 1996 merupakan cacat hukum dalam proses pembebanan hak
tanggungan. Meskipun telah dilaksanakan pendaftarannya, keabsahan hak
langgungan yang bersangkutan tetap terbuka kemungkinan untuk dapat digugat
oleh pihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian, kreditur vaitu pihak Bank
Jatim Cabang Probolinggo jika dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada
PPAT/Notaris vang bersangkutan (Boedi Harsono, 1999:428).

Masa berlakunya SKMHT atau batas waktu pembebanan Hak tanggungan,
ditentukan dalam pasal 15 ayat 3 dan 4 UUHT dengan membagi dua kategori
tanah yaitu :

a. Untuk tanah yang sudah terdaftar (tanah yang sudah bersertifikat) maka
selambat-lambatnya dalam  waktu | (satu) bulan sejak SKMHT
ditandatangani, Kreditur wajib membuat Akta pemberian Hak Tanggungan;

b. Untuk tanah yang belum terdafiar (tanah yang belum bersertifikat) maka
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak SKMIIT ditandatangani

Kreditur wajib membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan;
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¢.  Untuk tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum didaftar atas nama pemberi
Hak Tanggungan (sebagai pemegang hak atas tanah yang baru), tanah yang
belum di daftar peralihan haknya, pemecahannya atau penggabungannya,
maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak SKMHT
ditandatangani, Kreditur wajib membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Dalam rangka pelaksanaan psmbangunan dan membantu kepentingan
golongan ekonomi lemah, untuk pemberian kredit-kredit tertentu yang ditetapkan
pemerintah seperti program kredit kecil, kredit pemilikan rumah dan kredit
lainnya yang sejenis tidak ada pembatasan waktu berlakunya SKMHT.

Dengan telah dibuatnya SKMHT yang berarti juga telah ditandatangani
oleh pemberi hak tanggungan, penerima hak tanggungan dan Notaris/PPAT
tersebut. maka mempunyai konsekuensi bahwa SKMHT tersebut tidak dapat
ditanik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, kecuali karena
kuasanya telah melaksanakan atau Kkarena jangka waktunya telah habis.
Sehubungan dengan hal itu, SKMHT selanjutnya wajib diikuti pembuatan Akta
Hak Tanggungan yang dilakukan di kantor PPAT, jadi yang melaksanakan adalah
PPAT yang bersangkutan atas perintah kreditur yaitu pihak PT. Bank Jatim
Cabang Probolinggo, sehingga baik pemberi Hak Tanggungan maupun penerima
Hak Tanggungan tidak tahu menahu prosesnya hanya tahu mengenai hasilnya

(Hasil pengamatan di PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo).

3.3 Akibat Hukumn dan Upaya Penyelesaian Bila Terjadi Kredit Macet
Dalam pemberian kredit oleh bank, tidak semua debitur dapat
mengembalikan pelunasan kreditnya dengan baik dan tepat pada jangka waktu
vang diperjanjikan Suatu saat past’ selalu ada debitur yang karena suatu sebab
tidak mampu membayar lunas hutangnya sehingga menjadikan terjadinya kredit
macet. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi. la alpa
atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau
berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Suatu keadaan dimana si

berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia
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telah melakukan wanprestasi. Kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka
debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah Jangka waktunya
habis adalah wanprestasi.

Ada dua hal yang dapat dikategorikan wanprestasi dalam Perjanjian
Kredit. Pertama, penerima kredit (debitur) tidak memenuhi ketentuan-ketentuan
dalam perjanjian kredit sebagaimana mestinya, sehingga mcn_virhpang dari jangka
waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit dalam hal ini bank berhak
menolak pemberian kredit lebih lanjut oleh penerima kredit dan mengakhiri
Jangka waktu kredit. Kedua, debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya
sesual jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian. Untuk kategori kedua ini,
dapat dikatakan telah terjadi kredit macet.

Kaitannya dengan wanprestasi pasal 1238 KUHPerdata menyatakan
bahwa si berutang adalah lalaj Jika dengan surat perintah atau dengan sebuah akta
sejenis itu telah dinyatakan lalai atau dari perikatannya sendiri jika ini menetapkan
bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan.

Menurut R. Subekti (1996:46), surat perintah adalah suatu peringatan
resmi oleh jurusita pengadilan, Perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh
Undang-undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis. Sekarang sudah lazim
ditafsirkan suatu peringatan atau teguran yang juga boleh dilakukan secara lisan,
asal cukup tegas menyatakan desakan si berpiutang supaya prestasi dilakukan
dengan seketika atau dalam waktu yang singkat. Hanyalah tertentu saja, sebaiknya
dilakukan secara tertulis dan seyogyanya dengan surat tercatat.

Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur harus diperingatkan terlebih
dahulu bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian oleh kreditur.
Peringatan (somasi) ini perlu diberikan jika kreditur mengetahui bahwa debitur
melaksanakan perjanjian kreditnya, hanya karena suatu hal mengakibatkan debitur
lalai melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Namun apabila debitur
beritikad buruk, maka kreditur tidak perlu lagi memberikan peringatan tersebut,

Menurut hukum, pada dasarnya setiap penyelesaian hutang atau kredit

macet, yang bertujuan akhir mengeksekusi Jaminan hutang harus melalui gugalan

-
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Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan hakim yang tetap. Namun gugatan
melalui Pengadilan Negeri memerlukan waktu, biaya dan tenaga tidak sedikit.
Pada umumnya putusan Pengadilan Negeri tersebut belum merupakan putusan
tetap, karena tergugat (debitur) dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi,
kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang bisa memakan waktu 6
tahun. Waktu 6 tahun hanyalah digunakan untuk mencari putusan pengadilan yang
tetap (inkraj Van Gewijsde), yang menyatakan debitur wanprestasi dan akan
digunakan sebagai landasan eksekusi Jaminan (Sutarno, 2003:]84 ).

Untuk menghindari penyelesaian melalui gugatan Pengadilan Negeri yang
berlarut-larut, Undang-undang memberikan pengecualian mengenai  cara
penyelesaian hutang atau kredit macet tidak harus dilakukan dengan mengajukan
gugatan perdata kepada debitur melalui Pengadilan Negeri tetapi dapat langsung
melakukan eksekusi atau penjualan jaminan hutang melalui pelelangan umum
tanpa flat pengadilan. Dalam hal ini pula termasuk jaminan yang dibebani dengan
Hak Tanggungan.

Dalam Sertifikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha FEsa” yang berarti
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka bagi kreditur yang telah
memegang Sertifikat Hak Tanggungan, bila debitur wanprestasi atau mengalami
kredit macet maka kreditur mempunyai hak eksekutorial terhadap benda jaminan
yang dibebani hak tanggungan.

Sebelum dilakukan eksekusi biasanya pihak bank melakukan usaha
penyelamatan kredit dan apabila tidak berhasil dan sulit untuk diadakan
pembinaan maka yang dilakukan PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo adalah
tindakan penyelesaian. Tindakan ini merupakan upaya terakhir setelah kreditnya
tidak dapat direstrukturisasi Penyelesaian Kredit Jasa Konstruksi dengan jaminan
Hak Tanggungan Atas Tanah bila terjadi kredit macet, maka PI. Bank Jatim
Cabang Probolinggo menyerahkan penyelesaiannya ke PUPN/BUPLN. Dasar
hukum penyerahan penyelesaian kasus tersebut adalah Undang-undang Nomor 49
Prp Tahun 1960, Keppres Nomor 11 Tahun 1976 dan pasal 20 Ayat (1) UUHT.
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Dimana menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) UUHT ada dua alternatif sebagai

landasan untuk melaksanakan penyelesaian kredit macet dengan pembebanan Hak

Tanggungan, yaitu:

a Hak pemegang Hak Tangungan pertama untuk menjual objek Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UUHT;

b Eksekusi Grosse Sertifikat Hak Tanggungan, sebagaimana dalam pasal 14
Avyat (2) UUHT.

Penyelesaian kredit macet dengan cara eksekusi grosse sertifikat hak
langungan, upaya penyelesaiannya ada dua cara yang diperbolehkan UUHT,
yaitu:

1. Penjualan dibawah tangan;
2. Penjualan dimuka umum (Gatot Supramono, 1996 129).

Dalam prakteknya, kalau kredit debitur macet kreditur langsung cepat-
cepat untuk segera melakukan eksekusi persil jaminan. Namun pada umumnya
kreditur mengadakan pendekatan kepada debitur sebagai pemberi jaminan agar
debitur mencari sendiri pembeli dan merundingkan harganya dengan pembeli
yang bersangkutan, asalkan memenuhi minimum harga yang disyaratakan oleh
kreditur (Hasil pengamatan di PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo).

Penebusan jaminan yang dilakukan dibawah tangan, syarat yang harus
dipenuhi adalah penjualan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan antara
debitur sebagai pemberi Hak Tanggungan dan kreditur sebagai pemegang Hak
Tanggungan. Dengan adanya kesepakatan diantara para pihak agar penjualan
dibawah tangan diharapkan dapat memperoleh harga tertinggi yang bisa
menguntungkan semua pihak baik kreditur maupun debitur sendiri.

Dalam pelaksanaan penjualan dibawah tangan, secara otomatis akgn
menyangkut pihak ketiga yang berkepentingan (pemegang Hak Tangungan
pertama, kedua, ketiga dan seterusnya). Maka wajib diberitahukan kepada mercka
dengan cara mengumumkan di surat kabar setempat oleh pemberi Hak
Tanggungan atau pemegang Hak Tangungan. Pelaksanaan penjualan hanya dapat
dilakukan paling cepat satu bufan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak

ketiga tersebut dan mereka tidak ada yang merasa keberatan. Penjualan objek Hak
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Tangungan di bawah tangan, wajib dilakukan dihadapan PPAT yang membuatnya
aktanya dan diikuti dengan pendaftarannya di kantor Pertanahan Persyaratan
dimaksud untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan.

Upaya penyelesaian melalui pelelangan umum, perlu diketahui bahwa
menurut pasal 20 Ayat (1) UUHT menghendaki tata cara yang ditentukan oleh
peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Berarti kreditur vang hendak
melakukan eksekusi harus berhubungan dengan instansi yang berwenang untuk
melakukan eksekusi tersebut. Yang mana Bank Jatim Cabang Probolinggo
sebagai Bank milik Pemerintah menyerahkan persoalan atas piutangnya ke
PUPN/BUPLN dan selanjutnya meminta bantuan kantor Lelang Negara.

PUPN adalah suatu lembaga pemerintah yang bertugas mengurus
penyelesaian piutang negara yang pengurusannya telah discrahkan oleh instansi
pemerintah atau badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai olch
negara. Sedang BUPLN adalah badan pemerintah yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada menteri Keuangan, yang tugas utamanya adalah
mengurus penyelesaian piutang negara dan menyelenggarakan pelelangan harta
jaminan, baik yang berasal dari hasi keputusan PUPN maupun yang disampaikan
oleh Menteri Keuangan dan perundang-undangan yang berlaku,

Upaya penyelesaian atas kredit macet dengan jaminan tanah yang dibebani
Hak tanggungan yang dilakukan di PUPN/BUPLN hal ini terjadi, apabila kreditur
benar-benar sudah tidak mampu mengatasi debitur dengan berbagai upaya dalam
rangka pelunasan hutangnya tersebut dan kreditur sudah tidak bisa melakukan
eksekusi  dengan penjualan  dibawah tangan. Maka upaya terakhir
penyelesaiannnya diserahkan ke PUPN/BUPLN, sehingga disini kreditur yaitu
PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo sudah tidak ikut campur tangan dalam
penyelesaian tersebut karena sepenuhnya ditangani oleh PUPN/BUPLN.

Adapun garis besar prosedur/proses penyelesaian kredit macet Bank Jatim
Cabang Probolinggo yang dilakukan di PUPN/BUPLN adalah sebagai berikut:

I Permohonan penyerahan kredit macet dari Bank kepada PUPN/BUPLN
Sebelum penyerahan kredit macet dari bank kepada PUPN/BUPLN, PT. Bank

Jatim Cabang Probolinggo harus melakukan penelitian untuk menetapkan
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secara pasti jumlah kredit dan bunga yang dituntut untuk dibayar oleh debitur
dengan dilampirkannya dokumen yang menyatakan bahwa debitur benar-
benar dalam keadan yang demikian. Berdasarkan Keputusan Menteri
keuangan Nomor 300/Kredit Modal Kerja.01/2002 jumlah piutang yang
diserahkan pada PUPN/BUPLN paling sedikit Rp. 2.000.000. - (dua juta
rupiah) per kasus. Penyerahan piutang negara disampaikan secara tertulis
kepada PUPN/BUPLN disertai dengan resume dan dokumen. Yang mana
resume berkas piutang negara yang diserahkan memuat hal-hal sebagai
berikut:

a. Identitas penyerah piutang (PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo):

b. Identitas penanggung utang/penjamin hutang;

¢. Bidang usaha penanggung hutang;

=

Keadaan usaha penanggung hutang;

€. Dasar hukum terjadinya hutang, antara lain perjanjian kredit, akta
pengakuan hutang, dan lain-lain:

f. Jenis piutang negara, antara lain kredit investasi, kredit modal usaha, dan
lain-lain;
Penjamin kredit oleh pihak ketiga (jika ada);

h.  Sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;

I.  Tanggal realisasi kredit, dan tanggal-tanggal bank mengkategorikan
kredit sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia;

J- Rincian hutang vang terdiri dari saldo pokok, bunga, dan ongkos atau
beban lainnva;

k. Daftar barang jaminan;

I.  Daftar harta kekayaan lain;

m. Penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian puitang yang telah
dilakukan pihak bank:

n. Informasi lain yang dianggap perlu.

Adapun dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh pihak Bank Jatim Cabang

Probolinggo, yaitu:
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a. Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, keputusan yang
diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, kontrak, surat perintah
kerja, dan dokumen lain yang sejenis yang membuktikan adanya piutang;

b.  Rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti
tagihan, dan atau dokumen lain yang membuktikan besarnya piutang;

¢. Dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan surat pernyataan
kesanggupan penyerahan piutang untuk mengajukan permohonan roya
bila piutang didukung barang jaminan;

d.  Surat menyurat antar penyerah piutang dengan penanggung hutang,
terkait dengan upaya penyelesaian hutang.

Apabila kelengkapan dokumen dan resume berkas kasus piutang negara
tidak dipenuhi, maka PUPN/BUPLN dapat menerbitkan surat penolakan
pengurusan piutang negara. Setelah itu, bank baru mengajukan permohonan
penyerahan kredit macetnya ke PUPN/BUPLN dengan disertai dengan berbagai
bukti dokumen-dokumen yang diperlukan seperti disebutkan diatas,

2. PUPN/BUPLN mengeluarkan  Surat pernyataan  Menerima  Penyerahan

Piutang Negara (SPMPPN)

SPMPPN  dikeluarkan setelah PUPN/BUPLN menerima permohonan

penyerahan kredit macet oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo. Dalam

kaitannya dengan alat bukti itu, PUPN/BUPLN dapat menolak pengurusan
kredit macet yang diajukan, jika dokumen yang diserahkan oleh bank tidak
lengkap.

Setiap pengurusan Piutang Negara dipungut biaya administrasi, biaya tersebut

dibebankan kepada Penanggung Hutang dan dikenakan setelah SPMPPN

ditandatangani oleh Panitia Cabang. Besarnya biaya administrasi pengurusan
piutang negara di tetapkan sebagai berikut:

a. 1% dari jumlah hutangnya yang wajib dilunasi, bagi penanggung
hutang/debitur yang melunasi hutangnya paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah SPMPPN diterbitkan:



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3
4,

57

b.  10% dari jumlah hutang yang wajib dilunasi bagi penanggung/debitur
yang melunasi hutangnya melampaui 3 (tiga) bulan setelah SPMPPN
diterbitkan.

Dikelurakan Surat Pernyataan Serah Terima (SPSTP)
PUPN/BUPLN mengeluarkan  surat panggilan kepada kreditur agar
menghadap PUPN/BUPLN guna menyelesaikan utangnya pada negara
Setelah dikeluarkan SPSTP maka PUPN/BUPLN mengeluarkan  surat
panggilan kepada debitur untuk menyelesaikan urusan utangnya tersebut.
Dibuat Surat Pernyataan Bersama antara Debitur dan PUPN/BUPLN yang
berkekuatan eksekutorial
Apabila debitur memenuhi pangilan dan telah menghadap PUPN/BUPLN,
maka akan dirundingkan penyelesaian kredit denagn pihak debitur. Apabila
dalam perundingan tersebut terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak
tentang jumlah utang yang harus di bayar, untuk segera dibuat pernyataan
bersama yang antara lain memuat jumlah utang serta kewajiban debitur untuk
melunasinya.

PUPN/BUPLN menerbitkan Surat Peringatan

Ini dilakukan apabila debitur tidak memenuhi panggilan PUPN/BUPLN,

sehingga dikeluarkan surat peringatan atau somasi sampai tiga kali berturut-

turut.

Dikeluarkan Surat Paksa

Apabila debitur tdak mengindahkan dan tidak memenuhj surat peringatan

hingga yang terakhir, PUPN/BUPLN akan melakukan penagihan  kredit

secara sekaligus dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah kepada
debitur untuk melunasi seluruh hutangnya dalam Jangka waktu | x 24 Jjam
terhitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa tersebut.

Penyitaan

Penerbitan Surat Perintah Penyitaan setelah lewat wakty | X 24 jam sejak

surat paksa diberitahukan Penyitaan dilakukan oleh Juru sita PUPN yang

didampingi oleh dua orang saksi. Hasil penyitaan tersebut dilaporkan dalam
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bentuk Berita Acara yang telah ditandatangani olch Juru sita dan kedua orang
saksi tersebut.

9. Dikeluarkan  Surat Keputusan Penjualan Lelang Benda Jaminan Dan
Kekayaan
Apabila penyitaan telah dilakukan, selanjutnya PUPN/BUPLN mengeluarkan
surat keputusan penjualan lelang barang jaminan. Pelelangan harta Jaminan
merupakan langkah terakhir yang diambil PUPN/BUPLN bila debitur tidak
memenuhi kewajibannya. Barang jaminan tersebut dijual di pelelangan oleh
pejabat PUPN/BUPLN di depan umum. Selanjutnya hasil penjualan tersebut
diserahkan dan dibayarkan pada bank sebagai pelunasan atas utang-utang
debitur. Apabila ada sisa dari penjualan lelang tersebut akan dikembalikan
kepada debitur. Jangka waktu pelelangan atas barang jaminan tidak ada
batasnya, karena batas waktunya sangat tergantung atas marketable dari
barang jaminan itu sendiri, apakah barang jaminan tersebut bisa segera dijual
dengan cepat di pasaran (Hasil pengamatan di pT Bank Jatim Cabang
Probolinggo).

Terdapat suatu kemungkinan bahwa nilai hasil penjualan barang jaminan
tidak selalu menutup semua utang-utang debitur yang macet. Hal ini bisa terjadi
karena nilai lelang barang jaminan yang ada di pasaran sangat rendah. Maka
penyelesaiannya, dilihat terlebih dahulu siapa debiturnya kalau itu PT maka
digunakan undang-undang PT mengenai hutang-piutang, kalau itu perseorangan
Jika ada kekurangan maka diadakan sita harta benda lain yang menjadi mih’knya
misal harta benda yang ada di rumah. Namun dalam prakteknya ini sangat sulit
sehingga sering kali debitur meminta keringanan (hasil pengamatan di Bank Jatim

Cabang Probolinggo).
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sesuai dengan

permasalahan yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut:

1.

I

('S ]

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jasa Konstruksi , vaitu pemohon mengajukan
proposal kepada bank yang berisi keterangan mengenai pemohon, fasilitas
kredit yang d‘minta, jaminan, kondisi perusahaan dan surat perintah kerja.
Bank melakukan identifikasi berkas dan informasi bank. Selanjutnya
dilakukan analisa kredit yang melipuit kunjungan ke lokasi proyek,
wawancara dengan pemohon, kunjungan ke lokasi jaminan, meminta
rekomendasi Capensi/Gapenka, meminta surat pelimpahan termijn, setelah
semuanya dipenuhi bank melakulan penilaian atas kondisi pemohon kredit
atau menganalisa data-data yang telah diperoleh. Penilaian atas kondisi
pemohon kredit bank menggunakan pedoman 5C yaitu character, capacity,
capital, colateral, dan condity of economy. Selain itu bank juga menggunakan
4P yang meliputi personality, purpose, prospect, dan payment. Dan satu lagi
pedoman yarg digunakan adalah 3R yaitu return, repayment, dan risk bearing
ability. Setelah dilakukan analisis, bank memberikan penilaian atau keputusan
bisa disetujui bisa juga di tolak. Apabila platond melebihi KMPP maka
diputus oleh direksi. Apabila disetujui maka dilakukan penandatanganan akad
persetujuan kredit vang selanjutnya dilakukan pengikatan jaminan dan
penarikan uang.

Pembebanan Akta Pemberian Hak Tanggungan dilakukan oleh dan dihadapan
PPAT untuk memenuhi asas specialitas , kemudian didaftarkan di kantor
pertanahan untuk m=2menuhi asas publisitas.

Apabila debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman beserta bunga sesuai

dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka bank dapat melakukan

4 &)
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Eksekusi terhadap jaminan debitur. Berdasarkan Undang-undang No. 49 Prp
Tahun 1960 dan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1976, penyelesaian kredit
macet untuk bank milik pemerintah diserahkan ke PUPN/BUPLN. Prosedur
penyelesaian kredit macet melalui PUPN/BUPLN yaitu bank menyerahkan
penyerahan kredit macet kepada PUPN/BUPLN f,/ang disertai dengan
kelengkapan dokumen dan resume berkas kasus piutang negara, kalau
lengkap nantinya PUPN/BUPLN mengeluarkan surat pernyatan menerima
penyerahan piutang negara yang kemudian dikeluarkan surat pernyataan
serah terima. PUPN/BUPLN mengeluarkan surat panggilan kepada kreditur
agar menghacap guna penyelesaian utangnya, apabila debitur hadir maka
dutbuatkan surat pernyataan bersama antara debitur dengan PUPN/BUPLN
dan apabila debitur tidak 1nemenuhi panggilan maka PUPN/BUPLN
mengeluarkan surat peringatan sampai tiga kali berturut-turut. Apabila surat
panggilanpun hingga vang terakhir kali tidak juga dipenuhi maka
PUPN/BUPLN mengeluarkan surat paksa. Surat paksa 1 x 24 jam terhitung
sejak tanggal pemberitahuan tidak juga dipenuhi maka dilakukan penyitaan
vang selanjutnya dikelurakan surat keputusan penjualan lelang benda jaminan
dan kekayaar, untuk dilakukan pelalangan oleh pejabat PUPN/BUPLN

didepan umurn.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran

sebagaiberikut:

L.

(58]

Bank dalam memberikan kredit harus lebih teliti dan cermat dalam
penganalisaannya, mengingat jumlahnya sangat besar sehingga kredit macet
vang terjadi selama ini prosentasenya semakin kecil;

Bank hendaknya segera memasang secara nyata SKMHT, jika tidak segera
dilakukan pemasangan secara nyata akibat hukumnya berbeda bila terjadi
kredit macet sehingga bank tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung

namun harus berdasarkan putusan pengadilan negeri.
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Penyelesaian kredit macet dengan cara eksekusi grosse Sertifikat Hak
Tanggungan dengan cara penjualan di bawah tangan, hendaknya pihak bank
juga ikut aktif mencari pembeli karena ini juga akan mempercepat

penyelesaian kredit itu sendiri.
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LAMPIRAN 1V

SURAT KUASA
MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

Nomor: ...t L ey i i t

I j"
Padahari ini, ..., ... 0P ARl St . S )
BULBR G o fabun ¥ 7 « . SRMTTR R ) e

...............................................................

.......................................... tanggal

<)
plisl W AR diangkat/bertindak sebagai Pejabat. Pembuat
Akta Tanah/Notaris dengan daeral L UEENRE. & B Y

vy
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada
bagian akhir akta Ini:
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............................. R e T T AR .'. N
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b i ‘; 4 | ¥ l
............................... J...-.-...-...v--...-."-.-.----....‘-........;.....,......._
X1
seoRpanemilik BN GRS T T W S N
selanjutnya disebut Pemberi Kuasa ............

serssas i aan

Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini

member: kuasa
kepada® X,

............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................

elanjutnya discbut Penerima Kuasa

R R A A
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.................................... KHUSUS

Untuk membebankan Hak Tanggungan peringkat ke...... s O Jute
guna menjamin pelunasan utang

...................................................

.............................. “...........................................-...............
,..r ...................... TP T T FOROAVACE SOS o .'. .............. 1....!' ......................
ey e ey AR R ‘:’
selaku Debitor, sejumlah Bp.. o n SR et [
....................................................................................... i

sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian
utang piutang yang ditandatangani oleh Debitor / Pemberi Kuasa dengan

.............................................................................................

..........................................................................................

yang surat asli / salinan resminya dipcrlihatkan kepada saya dan penambahan,
perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya.yang mungkin diadakan
xemudian, sampai sejumlah Nilaj Tanggungan sebesar Rp

.......................................................................................... ri
atas Obyek Hak Tanggengan s o X e ¢ MUSEOY)
......... . D e & ) Hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun yang diuraikan di bawah inj- ST s T R | | i
SR o I e W N s e » Sertipikat Nomor ... B e st B
eGS0, i AT s D et il
Ix

* Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Sertipikat Nomor .........._
.............................. terdaftar atas nama
19

.......................................................................................

yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam Surat Ukur

/Gambar Situasi/Gambar Denah tangga
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.........................................................................................

........................................................................................

...........................................................................................

Sertipikat tersebut diperlihatkan kepada saya untuk Keperluan pembuatan
Surat Kcasa Meinbebankan Hak Tanggungan ini:

Bekas Hak Milik Ada: arac tanah@siuet lakin Kisang o

S L . P

.................................... CIErygersent) Serlstal div, S
Seschiabg o SN B BB D Fo N
e A N DN A o\
Kabupaten/Kotamadya .......................................................
A5 o, R L ) A, | P At
SE baastoarlly L M T N RNEE TRy 2
. paRtL B ) USRS Y [
B iAW R Ve
s wp Rt . - L VAR BNV TR 4
ih AN, W SR A e
berdasarkan alat-alat bukti RECIDEN SAT Y . et o

....................................................................................

....................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................

yang diperlihatkan kepada saya untuk keperluan pembuatan Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ini, dan oleh Pemberi Kuasa
dinyatakan sebagai miliknya

................................................

Obyek Hak Tanggungan i meliputi pula: 23

..............................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan ini meliputi kuasa
untuk menghadap dimana perlu, memberikan Keterangan-keterangan
serta. memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta,
membuat/ minta dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hak
“Tanggungan serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih *‘domisili.
memberi ﬁcmﬂfagpaan bahwa obyek Hat: Tanggungan betul milik
Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari-sitaan dan
dari beban-beban apapun, mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut.
memberikan dan Mmenyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta janii-
Janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Pemberian Hak Tanggungan
tersebut, sebagai berikut :

¥ang dijamin dapat dilakukan dengan cara
ma dengan nilai masing-masing hak atas
tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan tersebut,
sehingga kemudian Hak Tanggungan it hanya membebani sisa obyek
Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang ydang belum dilunasi:

angsuran vang besarnva

....................................................................................

...................................................

...................................................................................

........................................................ 5

Janji bahwa dalam hal Obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah
sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor
dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan
dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing
hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan,
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sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek
Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai
masing-masing hak atas tanah tersebit akan ditentukan berdasarkan

kesempatan antara Pihak Pertaina dengan Pihak Kedua : 21
p 5%

L AL BT I T e

Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk

‘menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau'mengubah

jahgka waktu sewa dan/atau rnendrima uang sewa’ dimuka, kecuali
dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari remegang Hak
LaNGRUARAN . i, T sk o e L =

Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecualj
dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;. ..

.......................................................................................

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan
untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak
Tanggungan apabila Debitor sungguh-sungguh  cidera
janji; '

.................................................................................

* Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan

untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal it diperlukan
untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya
atau dibatalkan hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak
dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang, serta Kewenangan
untuk mengajukan permohonan menperpanjang jangka waktu dan/atau
memperbaiki Hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan;

.......................................................................................

Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama meémpunyai hak untuk
menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor
cidera janji; ¥

........................................................................

Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa
obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan;

.......................................................................................

Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya
atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari
pericgang Hak Tanggungan; i

Janji bahwa pemegany Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau
sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk
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pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan
haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atay dicabut haknya untuk
kepentingan umum; e

* Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atay
sebagian darf Uang. asuransi 'yang diterima pemberi.-Hak;Tanggquan‘
3 : ‘ - o oy o d - ‘
untek pelunasan: Piutangnya, jika obyek. Hak Tanggungan
‘4 . . ' . ' & - . =

0]

..............................

* Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak
Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan : A

* Janji bahwa Sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan
pembebanan Hak Tanggungan diserahkan kepada dan untuk disimpan

Pemegang Hak B N Tt b >V B S S
.................... “U]
* Janji-janji lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hak
Tanggungan dan peraturan lajn YERSHERE. N L i

dan untuk pelaksanaan janji-janji tersebut memberikan kuasa yang diperlukan

kepada Pemegang Hak Tanggungan dj dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan

Kuasa ini tidak dapat ditarik kembal; dan tidak berakhir Karena sebab
dpapun Kecualj oleh Karena telah dilaksanakan pembuatan Akra Pemberian
hak Tanggungan selambat-lamba L o P o 8

................................................ ) serta Eendaftarannva atay karena
‘anggal tersebut telah terlampaui tanpa dilaksanakan pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan: i

Akhirnya hadir Juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi Yang sama dan akan disebutkan Pada akhir akta inj e
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..........................................................................................

.............................................................................................

jang menerangkan telah mengetahui apa yang diwraikan di atas Jdan

menyetujui kuasa yang diberikan dalam akta T, R NS R

Para Penghadap dikenal oleh saya/diperkenalkan kepada i RS

) 43

Demikianlah akta ini dibuat dj hadapan para pihak dan: ..

S el e Rl IR [ S SREIN
2.

....................................................................................

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka
sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukan oleh Pemberi
Kuasa dan Penerima Kuasa tersebut di atas, akta ini ditanda-tangan;
berturut-turut oleh Pember; Kuasa, Penerima Kuasa. para saksi dar

saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris SCORIVARLN . b
lembar ini originali, satu lembar disimpan di kantor saya. sedang
lembar lainnya disampaikan kepada Penerima Kuasa untuk dipergunakan
sebagai dasar penanda-tanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan

yang bersangkutan

............................................................

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa
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..............................

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris
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LAMPIRAN V

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

= NOMOL S soviesoress PN e /P N o H

] Lembaran Pertama / Kedua b it
. 1 |‘ B .l| . - . . ‘

Pada hati il ...ueies . g eee AN E e A i s Py R R )

AT e w5 et s s LA s e s O i | IR Y o

).‘w

adir dibadapan SaMEY T . oo B SRaw. SRR I L s oot g MR s &

ang dengan/berdasarkan Surat Keputusan ..............c..oo,

.................................................... tanggal ML Y O

51

BIOL AW s AR W ol A IR T s diangkat/bertindak sebagai

‘ejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT yang
imaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961
:ntang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
:ntang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan),

lengan Gaerah kerjar . B0 Mes, o - B v 2oings w R v I s

............................................................................................

.........................................................................................

lengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada
At AR BKA IS e s PORT L e AT e <o < Bl 55 o o

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
..........................................................................................
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........................................................................................

.......................................................................................

..........................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

sebagai Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak
Pertama ;

...........................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................
.................................................................................

.......................................................................................
........................................................................................
.................................................................................

.......................................................................................

sebagai Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan vang

o

bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan beriindak
sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak
Kedua.
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Para Pihak yang saya kenal/diperkenalkan pada saya, mencrang-

10}
AN Dl o e sl T PR A PR SR o it A
bahwa oleh Pihak TR e A NP SRE S Lk e 1
. ! ‘ :
----------------------------------- '.---l--I-A-----v-.--.-g--|-o-4¢-|a--lb.--1-.-alv--.--..-l
ri 7 b ‘ -.n-‘ ----------- '- ------------------- f

....................................................

selaku Debitor, telah dibuat dan ditanda-tangani perjanjian utang-
piutang yang dibuktikan F T TR, i A b i

R et e R R

..........................................................................................

........................................................................................

123
yang salinan resminya diperlihatkan kepadd stvas ... 0% ... ... |
akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, fageeale, . .ot
Rl G T GRS LRI S e )

_ 13
yang aslinya diperlihatkan LW T SR T I |
bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah Rp. ............ 2
e A e e O ) / sejumlah

uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian
utang-piutang tersebut di atas dun penanibahan, perubahan, perpanjangan
serta  pembaruannya (selanjuinya disebut perjanjian utang-piutang)
sampal sejumich Nilai Tanggungan sebesar Rp

..........................................................................................

.................................................................................... ), 49
oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk

kepentingan Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya,
Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak tanggungan
dan peraturan-peraturan Obyek/Obyek-Obyek DEFOPA. L <000 s

......................................................................................



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

B (& R . ) Hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun yang diuraikan di bawah ini :...ooooo 2
« BEEE Lo P el AT ; Seruiptlat NOMOr™ .cveiviiisininmsms oo

terdaftar atas nama ................... Ll hble s e N by
« Hak Miiik Atas Satuan’ Rumah Susun, Sertipikat Nomer':",...........
tendaithr BLas NAIIE ol o e e et e T E o sl M i
yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam Surat
Ukur/Gambar Situasi/Gambar Denah T O PR S
o T RN e i ST Kb, O A2
yang diperoleh oleh Pihak Pertama berdasarkan : ..................._ <
Sertipikat tersebut diserahkan kepada saya untuk keperluan pendaftaran
peralihan hak atas tanah dan pendaftaran Hak Tanggungan yang
diberiiindnganmatls ®i: ... L OT@R SV T =R
* Bekas Hak Milik Adat atas tanah seluas lebih Kilfadcatmm .0 m-
e s punice SOERRRVORL L | 8 TR g N
.................................... meter persegi), terletak di: .......... ..
Desa [ Kelgbiiings S - T WL R ATl
Recamatan BN N LRy S
fabupaten/ Betdmargi. 0 | /L0 SRl - - iy
Propinsi b e b S e nes e Y.
dengan batas-batas AT e S e oSS i >
Ngare . L e A -
s AR Sl SR T Wiy A
vhaclgi L G e N e g N S
* SEANAN - e 2 e N o W T L A i
berdasarkan alat-alat bukti RIS R I -

......................................................................................

....................................................................................
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..........................................................................................

..................................................................

......................

..........................................................................................

O AR : ’

ébagaxbmlhknya, Selanjutnya ala:-
n ke;ﬂada'saya untuk keperluan pendaftaran -
an pendaftaran Hak Tanggungan tersebut di atas.

Pemberian Hak T

.................................................

-.fyang oleh Pihak ‘Pertaxlna dinyatakan S
ralat bukti- tersebutt diserahkg
tanahnya d

...............

dnggungan tersebut di atas meliputi juga :

...............................................

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

.....................................................

benda-benda laip tersebut dj

oleh Pihak Pertama dinyatakun sebagai milj

Para pihak dalam keduduk
menerangkan, bahwa
diperjanjikan deng

annya
pemberian Hak Ta
an ketentuan-ketentuam S

.......................................... Pasal 1|

Pihak Pertama mernjamin bahwa s
tersebut di atas, bety] milik Pi
sengketa, bebas dar; Sit

.......................................... Pasal 2
Hak Tanggungan tersebyt di atas dj

diterima oleh Pjhak Ked
belah pihak sebagaiman

ua dengan janjj-j

Debitor dapat melakuk
Tanggungan di atas, de
nilai masing-masing ha
Hak Tanggungan ya
dibebaskan dari Hak
Tanggungan itu hany

an pelunasan y

kK atas t
ng akan disebuyt
Tanggungan ter

Atas disebut Obyek Hak Tan

nggungan tersebut diset
ebagai berikut -

1ak Pertama, tidak tersap
aan dan bebag pula

a diuraikan dj bawah inj -

figan cara angsuran y
anah yang mcrupa

‘a membebani sisa Obye

........................................
........................................
........................................
........................................

1k atas Satuan rumah Susun dap
ggungan yang

knya.

.................................

sebagaimana tersebyt di atas
ujui dan

.....................

..................................

emua Obyek

Hak Tanggungan
gkut dalam suary
dari beban-beban apapun

........................................

berikan oleh
anji yang

Pihak Pertama dan
disepakati oleh kedua

tang yang dijamin dengan Hak
ang besarnya sama dengan

kan bagian dar Obyek

di bawah ini dar yang akan
sebut, sehingga kemudian Hak

k Hak Tanggungan untuk
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menjamin sisa utang yang belum dilunasi § .....oooovveeiniiinniii,

G 0 T R S S U
dengan mla1 Rp ...................... I T VTR, L B
.......................... ('ll)

- Cbyek Mak Tanggunean . e i e
dengan Rilai Rp. .8 7. ... voien (e oo SR N SE P i

~ . Cbysk Hal ingounsga 8., Shem 0 800 50 L7 & NS
dengan nilal WP.- .. S s oo o s O s e S S

Dalam hal Obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak
Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan
pelunasan utang yang dijanji dengan Hak Tanggungan dengan cara
angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas
tanah terscbui, yang akan dibebaskan dari Hak Tangg gungan, sehingga
kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak
Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nila]
masing-masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan
kesepakatan untara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua : 4

Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pthak lain obyek Hak
Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua.
termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan / atau
menerima uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah
disewakan Sl

.....................................................................

Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau
tata susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan
tujuan kegunaannya baik seluruhnya 1naupun sebagian, lanpa persetniuan
tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua : 2

Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera Janji, Pihak kedua oleh
Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan inenerima

e e e et PP At et S s



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Dalam hal Obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak
Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak
Pihak Pertama atas Obyek "Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua
dengan akta ini oleh Pihak Pertama diberi dan menyatakan menerima
kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menuntut atiu menagih dan .

‘menerimd uang ganti rugi dan / atau segala sesuatu yang Karena itu

dapat ditagih dari Pemerintah dar / atay Pihak ‘ketiga lainnya, funtuk
1tu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan
melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta Gipandang
baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau
sebagian uang ganti rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan
piutangnya........ 7 el A« R T o e e =

Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan terhadap
bahaya-bahaya kebakaran dap malépetaku lain yang dianggap perlu oleh
Pihak Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu Jjumlah pertanggungan
yang dipandang cukup oleh Pihak kedua pada perusahaan asuransi yang
ditunjuk oleh Pihak kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang
bersangkutan akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan
membayar premi pada waktu dan sebagaimana mestinya; Dalam hal
terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Obyek. Hak
Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan
menerima kewenangzm, dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh
atau cebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai
pelunasan uiang Debitor : ... -"'“

Pthak Kedua dengan akea ini diber; dan menyatakan menerima kewenangan,
dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan
tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta
menyelamatkan Obyek Huk Tanggungan, jika hal i diperlukan untuk
pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau
dibatalkannya hak atas Obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi-
nya atau dilanggarnya ketentuan Undang-Undang serta Jika diperlukan
MEengurus psrpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah
yang menjadi Obyek Hak T AR il

Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaanya uutuk menjual Obyek
Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada
yang berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang
bersaiigkuian pada wauktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dun segera
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kewenangan, dan unwk ity Kuasa, untuk mengelola Obyek Hak
Tanggungan berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri yang
daerah  hukumnya meliputi  letak Obyek  Hak Tanggungan yang
bersangkutan : L

..................................................................

* Jika Debitor tidak memenuhj Rewajiban -untuk’ melunasi utangnysa,
. ‘berdasaikan perjanjian tang-piutang ‘tersebut di Atas, oleh Pihak
‘Pertama,! Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan’ Péringkat
Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan,
dan untuk kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih duhulu dari Prhak
Pertama ;

a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek
Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; .. ..., .

.......................................................................................

b. mengatur dan menetapkan waktu, t€mpat, cara dan Syarat-syarat
penjualan

d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan:

..................................................................................

¢. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian
untuk melunasij utang Debitor tersebut di atas , dan

f. melakukan hal-hal lain vang menurut Undang-Undang dan peraturan
hukum yang berlaky diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua
perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut,

Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Obyek
Hak Tanggungan tidak akan memoersihkan Hak Tanggungan tersebut
kecuali dengan persetujuan darj Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan
Seterusnya, walaupun sudah dieksekusi untuk pelunasan piuang Pemegang
Hak Tanggungan Pertama : o

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak
Pertama tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan |

atau mengalihkannya secara apapun untuk kepeatingan Pihak Ketiga;
0

....................................................................................
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mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan obycek THak
Tanggungan tersebuy kepada Pihak Kedua atay pihak yang ditunjuk oleh

Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti katga yang

seluas-luasnya : 401

..................................................................

Sertipikat tanda bukti hak. atas ‘tanah yang .menjadi Obyek Hak

Tanggungan akan diserahkan oleh Piha};.Perta-ma:'kepada Pihak Kedua
untuk disimpan dap dipergt

inakan' 6leh Pihak Kedua dalam melaksanakan
hak-haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak
Pertama dengan akta inj inemoerikan kuzsa kepada Pihak Kedua untuk
menerima  sertipikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak
Tanggungan ini didaftar : 1

......................................................

........................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

.......................................................................................

..........................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................................

......................................
......................

............................

............................................................
............................................................................

...................................................

............................
...................................................
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............................................................

..............................

.............................................................................................

.........................................................................................

............................................................

-

----------------------------------------- Pasal 3

Untuk melaksanakan Janji-janji dan kctentuan-i\e:entuan scbagaimana
diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta inj memberi kuasa
kepada Pihak Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap
di hadapan pejabat-pejabat Pada instansi yang berwenang, memberikan
Keterangan, menandatanganj formu[ir/surat, menerima segala surat berharga
dan lain surat serta membayar semua biaya dan menerima segala uang
pembavaran serta melakukan segala tindakan y

ang perlu dan berguna uneyl
melaksanakan janji-janji dan Ketentuan-Letentuan tersebut

------------------------------------- Pasal 4 T b e W SR
Pera pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebur 1l atas
dengan segala akibatnya memilin domisili pada

_____________________________________ Pasal 3 __--_..-----_-_----_-_.._-..--_-___-----..--.
| 1. - Lo bR ey g
Biava pembug an akta | Uang saksi ¢a Segaldl bidva madesn
I = sl Gl & L RS S8 ol
g
= el onog r L A R > ]
pemouatan Hak Taneeunean M B ST e
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AKhirnya hadir Juga di hadapan saya, dengan dihadiri olef saksi-
Sl yang sama dan akap disebutkan pada akhir aKEa Wni: ~-reediinn,

............................................................

........................................

........................................

........................................

ngetahui apa yang diuraikan di atas dan

e
vetujui pemberian Halk Tanggungan dalam akta inj,

.............................................................

:bagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagali
1Kt kebenaran pernrataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan
thak Kedua terseby: di atas, akia inj ditandatangani oleh Pihak
-ftama, Pihak Kedua. Para saksi dan sava, Pejabat Pembuar Akta
nah, s=banvak 2 (Cua) lembar inj originali, sat lembar disimpan dj
‘itor sava, sedangkan lembar lainnya disampaika; Kepada Kepala
NLOr pertanahan I\'atupatcn/}\'otanmdya :
tuk keperluan Pencaftaran Hak Tan
a 1ni.

....................................

, R A

....................................... ) i
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Sakst Sakst

Pejabat Pembuat: Akta Tamah '

L)
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LAMPIRAN VI

| 'BADAN PERTANAHAN NASIONAL

EntL K ON T A N Al
HAK TANGGUNGAN

Nomor :

UPATEN 4 ROTADIAD B

n o

KANTOR PERTANAHAN
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LAMPIRAN VII

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DEA KEADILAN
Ui RDASARKAN KETUHANAN YANG Sl Ksa

SRR S0 N

A LA

HAR“EAC O IR Gan:

RGP T U A LN
SABUPATEN ¢ KOTAMADYA

...............................................
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PENDAFTARAN PERTAMA

. HAK TANGGUNGAN b).Nama Pemegang Hak Tanggungan ini :
Noster A G it iy _ ; i
“ j : ! { i | b
Peringkat * ' %
............................. |
) Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejum-
lah :
v R ' dengan huruf : ........ 2o W R R, )
OBYEK HAK TANGGUNGAN INI
Jenis dan Nomor Hak Benda - benda lain -
). Dengan syarat-syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

................................................ L R R | S
yang salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan ini.

.. TANGGAL DIBUKUKAN ‘8). TANGGAL PENERBITAN SERTIPIKAT
Kepala Kantor Pertanahan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / ¥otamadya Kabupaten / kotamadya
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PENDAFTARAN PERUBAHAN

S —

SEBAB PERUBAHAN

P

.....................

.....................

_Tanggal Pendaftaran
- No. Daftar Islan 308
No. ‘Daftar Islan 307

........................

Keterangan mengenai Perubahan
Tanda tangan Kepala Kantor
dan Cap Kantor

...........................

e S ——— e
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PENDAFTARAN PERUBAHAN

E———

SEBAB PERUBAHAN

Tanggal Pendaftaran
No. Dafrar Islan 208

. No. Daftar Islan 307

Keterangan mengenai Ferubahan
Tanda tangan Kepala Kantor
dan Cap Kantor

P BT T T TR TS R TR M AP

........................

........................

...................

............................

...........................

..........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

I I N S T T S S

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................
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